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A. Latar Belak.ang 

BA . .Bl 

PEND./uiULDA.~l\f 
.t: .. 

Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu 
. .. 

tahapan kegiatan yang dilalcsanal\.an secara berkesinambungan untul~ 

membentul1 peraturan perudang-undangan. Proses inj dimfl•ali dari terbentuknya 

suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu 

permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan 

rancangan peraturan perundang-undangan kemudian pembahasan rancangan 

peraturan perundang-undangan untu1< mendapatkan persetujuan bersama, 

dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan> pengundangan, dan 

penyebarluasan. Dalam Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dije1askan bahwa yang 

dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada 

dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, 

pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diawali dari 

perencanaan hingga penyebarluasaannya, seringl(,B.].i terdapat berbagru masalah, 

yaitu: 

a. Kualitas surnber daya manusia yang rendah dalam aspek telmis perancangan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Campur tangan politil< (politic interest) dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan sampai pa·da aspel< telmis perancangan (legislative 

drafting); 

c. Dominasi kelompok kepentingan yang menguasai akses pembentukan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Improvisasi penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa dipa11du oleh 

tuntunan normatif dan 1z.eahlian di bidang perancangm1 (legislative drafting); 

e. Kontrol spesialis dan fungsiona] yang lemab da1am penegal(an per:aturan 

perundang-un dangan. 
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Pembentukan undang-undang yang baik, harmonis, dan mudab diterima 

dalam ma.syarakat merupakan ~lab satu kunci utama dalarn _peny~lenggaraa~ 
--· ··- ·- .. . - -- -·- ··- ·--· 

pemerintahan suatu Negara. P-asal 22A UU.D N1U Tahun J 945 berbunyi.: 

"k.etentuan lebih laTIJ.U1 tentang tato caro pembentulcan undang-undang diatur 

dengan undang-undang'' merupakan dasar hulcum yang berlc.aitan dengan telmilc 

perundang-upc1_angan, terutama pada aspel< telmis perancangannya, _(legal , 

drafting). 

Untuk melaksanakaD pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik, diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, bailc di tingkat pusat maupun di ti.nglc.at daerah. Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan merupakan peraturan tertulis yang memberikan pengetahuan 

mengena1 teknik penyusunan dan kerangka peratura.n perundang-undangan, 

sehingga diharapkan dapat mengarahkan dan menjadi pedoman yang 

menjadikan adanya ketertiban dalarn bentuk dan formatpembentukan peraturan 

perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa permasalahan darj Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tersebut. Masalah tersebut antara lain mengenru jenis dan 

hierarld peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang­

undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan 

perundang-undangan, ketentuan pidana, pengundangan, penyebarluasan, dan 

beberapa pennasalahan telmis lainnya. Berdasarltan hal tersebut, perlu dilalmkan 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

B. Rumusan Permasalahan 

PenyusunaiJ RancangaiJ Undang-Undang tentang Pembentuka11 PeraturaiJ 

Perundang-Undangan difo]mskan pP,c:l,a beberapa permasalahan, yaitu: 
.. -····''· 

1. Kedudukan UUD NRI Talmn l9L\5 secara pasti sebagai hulmm dasar bagi 

peraturan perundang-undangan; 

2 
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2. Menata ulang Jenis dan hierarlc:i peraturan perundang-u11dangan berikut 

materi muatannya sec:ara harmpnis berdasarkan urgensi dan tujuannya; 
--~ - - ·- -

3· Perenc:~rw·~~- p~-n-)ru.:s:;;n~~Jpei·aturan perundang-un.dangan secara terint.eg~asi 
' 

dalam suatu sistem hukum nasfonal; 

4· Yembentukan undang-undang, bail< dari DPR, DPD, maupun PresideD sesuai 

denga:n .kewenangap yang dimiliki sebagaimana diatur dalam UUD J'Wiill 

Tahun J945 sejal( perencanaan hingga penyebarluasan u11dang-undang 

dengan rnenekankan pada eielctifitas, efisiensi, dan berkualitas; 

5· Pembentukan peraturan daerah, termasul\ pembahasan dan pengesahannya 

yang Jebih sistemill dan terintegrasi ke dalam sistem hulcurn nasional; 

6. Periha] ketentuan pidana dalarn peraturan daerah; 

7· PerihaJ pengundangan dan penyebarluasan; 

8. peningkatlcan keterlibatan peran serta masyarakat dalarn pembentukan 

peraturan perundang-undangan secara optimal; dan 

9. Ketentuan-ketentuan teknis pembentulcan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

C. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ialah menyusun atau 

merurnuskan kembali ketentuan pernbentukan peraturan perundang-undangan 

secara komprehensif, integratif, dan efelctif sesuru dinamika hulmm yang ada 

terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu, dalam Naskab AJcademik Rancangan 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

memuat: 

1. Landasan teoritil~ mengenai pembentu1z.an peraturan perundang-undangan 

dan beberapa problem mendasar ya11g terdapat dj dalam Undang-U11dang 

Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan. 

3 
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2. Basil analisis dan evaluasi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

ten tang Pembentukan Pera~turan Perundang-Undangan, serta urgensJ 
- ·-

penibahaiUJya. 

3· Argume11tasi filosofis, sosio1ogis, dan yuridis mengenai urgensi atau 

pentingnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentuka11.1Peratunm Perurl'dang-Undangan. 

4· Arab dan jangkauarJ pengaturan dan ruang linglcup materj muatan Ranr.:angan 

Undang-Undang tentang Pembentuka11 Peraturan Perundang-Undangan yang 

baru, yang lebib komprebensii. dan sistematis perumusannya dan 

direnr.:anakan akan menggantilcan Undang-Undang Nomor 10 Tahun .2004. 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik dan RUU 

Penyusunan Nasltab Akademilc dan RUU tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Studi literaturjkepustakaan mengenai pembentukan peraturan perundang­

undangan. 

2. Analisis mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

3· Melalcukan dislmsi dan rapat dengar pendapat umurn (RDPU) dengan para 

ahli/pakar dan pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 

4· Merumuskan Naskah Alcademilc dan RUU tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang dipresentasikan dan untulz mendapatkan 

masukan dari anggota dan pimpinan Badan Legislasi di dalam rapat Badan 

Legislasi DPR Rl. 

5. Melalmkan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Naskah Akademilc dan 

RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

4 
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B_-'\B II 

TINJAU_-\N TEO.RETIK D_~ KEPUST_tU<_~~N" 

A. Tinjauan Teoretik 

Dalam Pasal 1 aya1 (2) UUD NRJTahun J945 diatur bahwa "lcedaulatan 
'f . :.-I -~..,. .•. 

berado di tang an ralcyat dan dilalcsanulcan menurut Undang- Undang Dasar." 

Berdasarkan rumusan tersebut, djteguhkan paham kedaulatan ralcyat yang 

dianut negara Indonesia. dan sekaligus ditegaskan bahwa pelaksana kedaulatan 

rakyat tidal\ lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, tetapi 

dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan oleh UUD NRl Tahun 1945. 

Ketentuan itu mengubah sistern ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada 

sistern kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRJ Tahun 1945. UUD NRI 

Tabun 1945 menjadi rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. 

Aturan UUD NRJ Tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri danjatau berbagai lembaga negara. 

Berdasarkan rumusan tersebut ditetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan 

ralcyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari 

kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD 

NRI Tahun 1945. Dalam sistern ketatanegaraan yang barn, tidak d.ikenal lagi 

istilah lernbaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan 

setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang 

d.iberikan oleh UUD NRJ Tahun 1945. Dalam UUD NRJ Tahun 1945 dianut 

adanya sistem pembagian kekuasaan yang tegas, serta saling mengav,rasi dan 

mengimbangi (checks and balances) secara ketat dan transparan. 

Dalam literatur ilmu hukum atau ilmu politik, istilah kedaulatan 

(sovereignty) diartikan sebagai ltelcuasaan yang tertinggi dalam negara. Menurut 

Jean Bodin, seorang sarjana Perancis yang hidup pada abad A.\TI, mengekukakan 

bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untul menentukan hukum dalam 

5 
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suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidal< terbagi-bagi. 1 Ha] 

s~nada juga dikemukakan oleb Sr~ Soemantri Martosu"'-rignjo, yang menyatakan 

bahwa iedaulatan adalai; ses~rltu yang ~ertinggi -c]j dalam negara. J~dj 
I 

kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan 

yang tidak di bawab kekuasaan yang lain.:.! Dari sudut pandang yang berbeda 

Jimly Asshiddiqie mengemukaka:n kata "kedaulatari" berasa] dari kata Arab: yaitu 

daulah yang berarti rezim politil< atau ke1cuasaan. Dengan demikian kedaulatan 

atau souvereiniteit (sovereignty) merupakan konsep mengenai kekuasaan 

tertinggj dalam rangka penyelenggaraan negara.:-J 

Teori kedaulatan intinya berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan 

negara. Berkenaan dengan hal itu, ada 2 (dua) haJ yang menjadi fokus perhatian, 

yaitu: 

1. siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara; 

dan 

2. apa saja yang dih.-uasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu. 4 

Dalam hal subyek itu adalah .rakyat, kedaulatan itu dinamakan kedaulatan 

rakyat. Teori l.<edaulatan rakyat mengajarkan bahwa yang sesunggub.nya yang 

berdaulat dalam negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya 

sumber kelcuasaan bagi setiap pemerintah.s Ajaran kedaulatan ralcyat seperti ini 

populer dengan semboyan pemerintahan "dari ralcyat, oleh rakyat, dan untuk 

ralcyat." Dalam konteks seperti ini rakyat tidak dipahami sebagai individu, tetapi 

sebagai himpunan atau kolek1:if. 

Dalam perkembangan saat ini, berkaitan dengan teori kedaulatan rah.J7at, 

berdasarkan penelitian Amos J. Peaslee tahun 1950 menunjukkan bahwa 90% 

'Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Uberty, 2000), hlm. 151. 
2 Eddy Purnama, Negara Kedaulal'an Rakyat': Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan 

Indonesia dan Perbanding.annya dengan Negara-Negara Lain (Jal{arta: Nusamedia, 2007), hlm. g. 
3 Jimly Asshiddiqie, Polcok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Re.formasi (Jakarta: 

PT. Bbuana Ilmu Po:puler, 2007), hlrn. 143. 

4 Jimly Assbiddiqie, Gagasan Redaulatan Ralcyat dalam Konsti.tusi dan Pelaksanaannya di 
Jndonesia (Jakarta: PT. Icbtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9-

f• !bid. 
6 
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(sembilan pulub persen) negara dj dunia dengan tegas telab mencantumkan 

dalam konstitusin_ya mc;si:qg-ma§in.g bahwa ltedaulat~n itu berada di tap.gan 
- - - ,;... - . - -·· .. 

ralcyat, dan ltelm~saan pemerintab bersillnber pad~:~ 'kehendalz ra:lCJ;at. Inilah 
•I 

prinsip dasar yang kemudian · dikena] dengan konsep demolaasi/' dengan 

komponen terpenting sebuab masyarakat? sipil yang lcuat dan partisipatif.!J 

Sistem politilc yang demokratis ialab k~b~iakan umumyang ditentukan atas dasar 

mayoritas o1eh wakil-wald.l yang diawasi secara efektif oleh ralcyat dalam suatu 

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politiJ.:: dan 

diselenggarakan dalam suasana te:r:iaminnya kebebasan politik. 9 Berdasarkan 

uraian di atas, demola'asi rnengandung dua arti, yakni: pertama, demolcrasi yang 

dikaitkan dengan sistem pemerintahan yaitu bagaimana caranya ralcyat 

diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan kedua, dernolcrasi 

sebagai asas, yang dipengaruhi keadaan lrultura1 atau historis suatu bangsa.10 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa teori kedaulatan ralcyat merupakan 

cikal bakal yang melahirk.an sistem demokrasi yang dikenal sekarang ini sebagai 

sistem pemerintahan negara yang modern. Secara historis, istilah demokratis, 

pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus pada abad ke-17 yang kemudian 

diberi bermacam-macam makna oleh masyarakat politik.11 Istilah itu diserap 

dari bahasa Yunani yang berarti "demos = rakyat" dan "kratosjkratein = 

6 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Malena Respons lntelektual Muslim 
Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 (Yogyakarta: PT. Tiara Vlacana, 1999), hlm. 73, 
yang menyatakan bahwa "demolcrasi meng.andung unsur-unsur: kelcuasaan mayoritas, suara 
ralcyat dan pemilihan yang bebas, dan bertanggung jawab." 

? Harold J. Laski, The State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947), blm. 
8-9. 

u International IDEA, Penilaian Demo/cratisasi di Indonesia (Jakarta: International IDEA 
Publishing, zooo), him. 20. 

9 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (New York: Oxford University Press, 
1960), hlm. 70. 

1" Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Toto Negm·a (Bandung: Alumni, 1971~, blm. 
26. 

1> Afan Gaffar, "Sistem Politilt, Demokrasi, dan Faham lntegralistil<'', Makalah (Ja)wrta: 
JCMI, 8-9 Desember 1995), hlm. 2. 

7 
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kekuasaan/ berlmasa. "12 Sedangkan menurut Kamus Be.sar Bahasa Indonesia, 

istilab "demokrasi" diartikan seba_gai _pem~rin:~a~~arj r_a)~ya1.. J:qtu _E;el:Jal:mya dalam 
- -·-·- :- - -

beberapa literatur, istilalJ "kedm.llatan ra1:yat'" dan "demokrasf" oJeb ·beberapa 

ahli hukum, sering dianggap identik.'~ 

Pada awalnya, gagasan demohasi dilal::ukan sec.:ara langsung khususnya 

'rketika pada masa pemerintahan Yunani lmno )'ang·;pada waki:u 'i"tu bentulc negara 

masib bervvujud polis. Artinya, rakyat terlibat langsung dalam proses 

pemerintahan. Namun semng dengan bertambalmya jumlab pendudul:: dan 

luasnya vvilayab suatu negara serta munculnya lwmpleksitas permasalahan, 

maka lceterlibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan itu menjadi sulit 

untuk dilakukan. Dari sinilab kemudian muncuJ konsep yang dinamakan 

demolcrasi tidal< langsung atau perwalcilan di mana penyelenggara pemerintahan 

dipilih oleh ralcy·at. Dengan demikian, rakyat tidak lagi terlibat langsung dalam 

proses pemerintahan. Dalam konsep tersebut, ral<yat memilih para waldJ­

wakilnya untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan. 

Teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan 

ral"}'at dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan ral"}'at tidak lagi 

dilaksanakan secara langsung tetapi dilalman melalui lembaga perwalcilan 

sebagai realisasi sistem demolcrasi tidal langsung. Lembaga perwakilan rakyat 

diisi oleh para walcil ral<yat melalui suatu pemilihan umum, pengangkatan 

danjatau penunjukan. Pemilihan umum dipandang sebagai satu-satunya cara 

yang demolcratis. 

Dalam lapangan Hulmm Tata Negara, sistem pemilihan umum terbagi 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan 

mekanis. Dalam pemilihan organis, ralcyat dipandang sebagai kelompok dari 

sejumlah individu. Kelompolc tersebut selanjutnya menunjulc atau mengutus 

,, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Jlmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 
blm. so. 

l3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III, 
Cetakan Ke-3 (Jakm1a: Balai Pustaka, 2002), hlm. 249. 

>4 Eddy Purnama, Op.Cit., l1lm 41. 
8 
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wakilnya untul diangkat .sebagai peTYI'akilan dari },elompol: ter.sebut. Oleb karena 

jtu, s1stern _]Jemilihan umum orgams di.sebu1 JUga sistem 

penganglwtanjpenunjul~an. Da]am sistem pemilihan mel\.anis, ralcyat dipandang 

sebagai individu yang sama sebagai pemegang hal\ pilib aktif Masing-masing 

individu rnemililG hal\ suara dan bebas menentukan siapa saja wakil yang 

dikehendakinya. Oleb l\.arena itu sistem pemilihan umum·mekanis di'sebut ,juga 

sistern pemilihan umum biasa. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem 

pemilihan mekanis diselenggarakaiJ melalui 2 (dm) sistem pemilihan umum, 

yaitu: sistem distril\ dan sistem proporsional. Dalam sistem distril< atau dil\.enal 

single member constitiency system, satu daerah pemilihan memilih satu orang 

wakil. Adapun dalarn sistem proporsional atau dikenal multy member 

constituency system, satu daerab pemilihan memilib beberapa orang wakil. 

Terkait dengan kekuasaan lembaga perwakilan, diuraikan hubungan 

antara si "wakil" dengan yang "diwaldlinya". Beberapa teori menjelaskan 

mengenru hubungan si "wakil" dengan yang "diwakilinya". Menurut Gilbert 

Abcarian, keberadaan "wakil" dibagj ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: 

1. wakil bertindalz sebagai wali (trustee), di sini ia bebas bertindak untuk 

mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi 

dengan yang diwakilinya; 

2. wal<i1 bertindak sebagai utusan (delegate), di sini ,,vakil bertindak sebagai 

utusan atau duta dari wakilnya, si v,rald1 selalu mengikuti instruksi dan 

petunjuk dari yang diwakilinya; 

3. vmkil bertindak sebagai politico, di sini si wahl kadang bertindalz sebagai wali 

dan adakalanya bertindal\ sebagai utusan yang tergantung isu; dan 

4. ,,vakil bertindak sebagai partisan, di sini si vval<il bertindal< sesuai dengru1 

keinginaD si wahl. Setelab si walcil terpilib maka lepaslah hubungan dengan 

pemilih/ralcyat da11 mulailab hubungan dengan partai yang mencalonkannya 

dalam Pemilu tersebut. 

Teori mengenai hubungan si waki] dengan yang diwalciliD)'a patut 

diketengahkan sebagai bagian penelusuran demokrasi tida1< langsung .(indirect 

9 
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democracy). Hal itu antara lain dilcemukakan oleb Bintan R. Saragih. Teori 

pertama, adalah teori ~.El~sla.!,_ dimana sj_ ~~akil yang dudu_k di ~~:rpba_ga 
- . ~-- -- ··- ----- ···- ---------·------·····--·- -- ---- -- ·-- -- - -

perwakilan l(are:ria mandat dari~ yang diwakilr sehingga disebut mandataris. 

Kedua, teori organ, yang rnenyatakan bahwa negara rnerupakan suatu organisrne 

yang rnernpunyai alat-alat kelengkapan seperti elcsekutif, parlemen, dan 

.,. ··· mempunyai !lalcyat yang kesemuanya mempunyru fungsj rnasing-masing .... ··dan ~·· 

saling tergantung sama lain. Setelab yang diwakili memilih "'"''alcilnya, mal(a yang 

diwakib tidak perlu lagi rnencampuri lembaga perwakila:o tersebut dan lembaga 

itu bebas melalcukan fungsinya me:ourut undang-undang dasar. Ketiga, teori 

sosiologi Rieker yang menganggap babwa lembaga perwaki.lan bukan merupakan 

bangunan politis tetapi rnerupaka:o bangunan masyaraka.t (sosial). Si pemilib 

akan memilih waldl-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan 

dan yang akan benar-benar membela kepentinga:o si pemilih sehingga terbentuk 

lembaga perwaldlan. Keempat, teori hul'11Irl obyelctif dari Duguit yang 

menyatal<a.n bahwa pada dasarnya hubungan antara rakyat dan parlemen adalah 

solidaritas. \'Vakil dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama 

yang diwakili. Sedangkan para pihak yang diwakili tidak akan dapat 

melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam 

menentukan wewenang pemerintah. Jadi ada pembagia:o kerja. 15 

Menurut teori sebagaimana disebut di atas, bahwa seorang walcil 

bertindak mewaldli dan mengikuti atau mevvujudkan aspirasi dalam sebuah 

lembaga perwaldlan yang merupakan bangunan masyarakat yang mem.ililti 

}(eahlian dalarn melaksanakan tugas, fungsi, da:o wewenang tertentu 

sebagaimana layalcnya tugas pokok lembaga pen'l•aldlan di dalam bangunan 

negara dernokrasi.l6 

Ditinjau darj segj keterikatan antara waki.J da:o }(einginan pihal< ya:og 

diwaldli, konsep pen'l•aldlan dapat pula dibedaka:o menjadi 2 (dua) tipe, yaitu 

l& Bintan R. Saragib, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, J987), him. 82-86. 

l 6 DPR Rl, Hasil Laporan Tim J(a.fian Peningkatan Kine1:ja DPR Rl (Jakarta: Sekjen DPR·Rl; 
2006), him. 7-g. ' "' .. 
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tipe delegasj (mandat) dan tipe trustee (independen). Dalam perwakilan tipe 

delegasi (mandf:!t), v.'akil merup~kan c:orong keinginan . .Pemilib .Yang diwakili 

sehingga waldl sangat terikat dengan leinginan pihal: y~mg diwakilinya. la sama 
I 

sekali tidal\ mem.iliki kebebasan untulc berbicara lain dari pada apa yang 

. dikeheDdaki 1wnstituennya. Fungsi waldJ menurui tipe ini adalab menyuarakan 

pendapat dan··•keinginan para pemilib daiJ mempe:r:iuangkarJ kepentin~afl' para , ...... 

pemilihnya . .Aspirasi atau keinginan para pemilib itu dapat diketahui melalui 

kontal< langsung yang secara periodilc dilakukan atau dapat pula melalui surat­

menyurat. Sedangkan dalam perwaldlan tipe trustee, berpendirian bahwa waldJ 

dipilib berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan dan .memilild kemampuan 

secara bailc (good judgment), oleb karenanya untuk dapat melaksanakan hal ini 

wald] memerlukan kebebasan dalarn berpikir dan bertinclalc Selain itu, tipe ini 

juga berpandangan bahwa tugas wakiJ adalah juga memperjuangl\.an kepentingan 

nasional. 17 

Meskipun dalam sistem demok:rasi, kekuasaan penyelenggaraan negara 

ada di tangan rakyat. Narnun kekuasaan itu perlu diatur dan diberi batasan. 

Apabila kekuasaan tidalc dibatasi, pemerintahan itu hanya akan berdasarkan 

lcekuasaan (machtsstaat) di mana hukum yang berlaku adalah hukum penguasa. 

Plato mengatakan bahwa "Keku.asaan Raja harus dibatasi dan hak-hak rakyat 

harus dihormati. "18 Selanjutnya Lord Acton juga mengatakan bahwa "power 

tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. 19 Gagasan untul< 

merribatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara itulah yang dinamakan 

dengan sebutan demokrasi konstitusionil. Ciri dari demokrasi konstitusionil 

adalab pemerintahan yang terbatas kelcuasaannya dan tidal< dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas 

17 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia \Nidiasarana Indonesia, 
1992), hlm. 174. 

18 Plato, The Republic, ter:iemahan bahasa lnggris oleh Desmond Lee (London: Penguin 
Books, 1987), hlm. 13-20, yang menga1.akan babwa "J(elcuasaan Raja harus dibatasi dan hak-hak 
ralcyat ·harus dilwrmati." ·.: · ·· ·· ·· · 

1!' Mi1iam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 52. ·• · · 
ll 
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kelmasaan pemerintab tercanturn dalarn konstitusi, mal<.a dari itu sering disebut 

pem~rintab berdasar kan konstitp.~i ( constitu~onal _government a tau restrained 

government).:!u Kaidab dasar _y~ng terkenal menyatakan babvva .the main 

purposC:' of constitutions is to limit government power, including the authority 

of elected official motivation, and anxiety to protect individual liberties should 
'::;·, ·:• r .. ,. "'·' '!~. --

all be the watchwords o.f constitutional construction.:<] 

Pengertian konstitusi 22 sebagaimana dikenal dalarn berbagai literatur 

dapat diartikan secara luas dan sernpit. Menuru1 Bolingbroke, konstitusi dalam 

arti luas adalab "by constitutions, we mean, whenever we speak with propriety 

and and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived 

from certain fo~ed principles of reason ... that compose the general system, 

according to which the community had agreed to be governed, 2 3 sedangkan 

dalarn arti sempit, konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar.24 Eric 

Barendt dalam bukunya yang be:rjuduJ "An Introduction to Constitutional Law," 

rnengatakan bahwa: "the constitutional of state is the written document or text 

which outlines the powers of its parliament, government, courts,. and others 

important national institution. "2 5 

Upaya penyarnaan pengertian konstitusi dalam arti sernpit dan luas 

sebenarnya telah dilakukan sej ak Oliver Cromwell yang menamalcan undang­

undang dasar itu sebagai instrument of government, yaitu bahwa undang­

undang dasar dibuat sebagai pegangan untulc memerintab dan disinilah tirnbul 

identifikasi dari pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. 26 KC.vVheare 

''"Ibid. 
2 ' James T. McHugh, Comparative Coi1stitutional Traditions (New York Peter Lang, 2002), 

him. 3· 
27 \t\Tirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia (Jakarta: Dian Ra1cyat, 

1989), him. 10, yang mengatakan bahwa "istilah lconstit11si berasal dari bahoso Prancis "constituer" 
yang berarti membentulc. Pemalcaian isti.la!J konsti.t11si yang dimalcs11d ialah pembentulcan suat11 
negara atau menyusun dan menyatalwn suat11 negara." 

23 K.C.'\Nheare, .Modern Constitutions (London: O.>..ford University, 1976} him. 3· 
2 4 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, Teori dan 1-iulcum Konstitusi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2006), hlrn. 6. 
~s Eric Barendt, An JntTOduction to Consti.t11tional Low (London: Oxford University Press, 

1998), hlm. 1. 
21• Ibid., hlm. 8. 
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sendiri mengartikan lwnstitusi sebagai "keseluruhan sistem ketatanegaraan 

dari suatu neyara berupo lcumfi.ulan peraruran-peraruran ycmg membentuk, 

mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.::>.~ 

Suatu konstitusi, secari:l konseptual mempunyai Lj (e1npat) karakier utama. 

Keempat karakter utama tersebut yaitu: 

a. o constitution is o supreme law of the land; 

b. a constitution is o frame work of yovernment; 

c.:. o c.onstitution is o legitimite way to yrcmt and limit powers of government 

officials; and 

d. the vehicle for d~fining the international order. 2 8 

Konstitusi juga harus berfungsi sebagill sarana yang dapat mengal~omodasi 

tatanan internasional ke dalam sistem hukum nasional. Keempat karakter 

tefsebut menunjukkan kedudu1can konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi 

suatu negara, dan juga sebagai instrumen efektif untuk rnencegah timbulnya 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Dalam perkembangannya ada yang menginginkan konstitusi ilibuat secara 

rmc1 dengan harapan ruang penafsiran semakin sempit dan penyalahgunaan 

kekuasaan dapat dil<endalikan. Sifat ringkas atau rincinya suatu lconstitusi terkait 

juga dengan bentuk negara. Beberapa penulis antara lain seperti C.F. Strong, 

K.C. l1'heare, Henc van 111aarseveen, dan Sri Soemantri memperlihatkan 

pandangan yang saling bertautan. Kedudukan sebuab konstitusi atau UUD bagi 

suatu negara sangatlah penting. Bahan tidak terpisahkan dan menjadi 

persyaralcat suatu negara. 2 9 

Dalam demvk.rasi 1wnstitusionil, kekuasaan dibagi secara jelas kepada 

lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Pembagian kekuasaan seperti 

ini akan dapat menghindari lcesempatan penyalahgunaan lcelcuasaan itu sendiri. 

Prinsip pembatasan kelmasaan ini dikenal dengan konsep negara bulmm. Russell 

2 7 KC.\Vheare, Op. Cit., blm. 1. 

20 Jbid. 
2 ~ Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, Rejornwsi Konstitusi Indonesia: Peruba/.wn 

Pertamo UUD J945 (Jakarta Pustaka Indonesia Satu, 2000), l1lm. 1 
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F. 111 oore, mengatakan bahwa "negara yang menganut sistem negara hukum 
. 

_dan ieori .lce.dcrulatan ralcyq.t _cf:C!J:am)~ons__~p _pe~'!!_int._a)}a_T}-11Yf?: .TJ1enggunaJcan ... 

Jwnstitusi" .::11' 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRJ Tahun 1945 diatur bahwa "Negara 

Indonesia adalah negara hulcum." Ketentuan tersebut berasa] dari Penjelasan 

UUD J9LI5 yang "diangkat" ke dalam "Batang Tubuh" UUD NRJ Tahun 1945. 

Masulcnya ketentuan tersebut dimaksudkan untul:: meneguhkan paham bahwa 

Indonesia adalab negara hukum, bail< dalam penyelenggaraan negara maupun 

kehidupan berbangsa dan bermasyarakai.31 

Secara umum, negara hukum dapat diartikan sebagai negara di mana 

tindakan pemerintah maupun ralcyatnya didasarkan atas hulcum untuk 

mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintab dan 

tindaka.n rakyat yang dilakukan menurut kehend.almya sendiri.32 Beberapa teori 

yang menjelaslcan konsep negara hulru.m yaitu teori rechtsstaat dan rule of law. 

Istilah rechtsstaat diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius 

Stahl. Sedangkan istilah rule of law diper kenalkan oleh A. V. Dicey. 

Konsep rechtsstaat atau rule of law merupakan dua istilah yang sering 

dipertukarkan begitu saja untul< menyebut istilah "negara hukum,'. Setiap kali 

penyebutan, kedua istilah itu dikesankan tidal< ada perbedaan. Padahal 

sebenarnya kedua istilah itu memang mempunyai perbedaan terkait dengan 

sistem hukum yang dianut. 

Konsep rechtsstaat yang berlaku di Eropa Kontinental mempunyai ciri­

cirj sebagai berikut: 

a. hak-hal{ asasi manusia; 

b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untul< menjamin hak itu; 

c. pemerintab berdasarkan peraturan-peraturan; dan 

3° RusselJ F. Moore, Modern Constitutions (Iowa: Ada & Co, 1957), hlm. 3 
3' MPR RI, Op.Cit, hlm. 46. 
3' Bintan R. Saragih, "Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan 

Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945," Disertasi (BandUIJg;_ .. U.ll.h.'e.rai.tas 
'' .Paaja·qjaran, 1 991), hlm. 11. 
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d. peradilan administrasi dalam perselisihan. ::13 

sedapgkan untul\ konsep rule ~of law yan~ __ ?erl~cu di Anglo Saxon juga 
-- ·-· --- ·- --- ---·---. ·--· --~::-

mempunyai ciri-ciri sebagai berilcut: 

a. supremasi aturan-aturan hulcurn; 

b. kedudukan yang sama dihadapan hulmrn; 

c. ter:jaminnya hal\-hal' asasi manusia dalam undang-undang.:-1"1 

sedangkan menurut International Commission of Jurists, syarat-syarat dasar 

terselenggaranya pemerintahan yang demolcratis berdasarkan rule of law yakni: 

a. adanya perlindungan konstitusionil; 

b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidal< memihak; 

c. adanya pemilihan umum yang bebas; 

d. adanya kebebasan untuk menyataka.JJ pendapat; 

e. adanya kebebasan untul\ berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 

f. adanya pendidikan kewarganegaraan.35 

Konsep rechtsstaat maupun konsep rule of law, mengalami 

perkembangan pengertian dari waktu ke waktu. Istilah rechtsstaat mengandung 

pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, sedangkan istilah 

negara hukum itu sendiri tidak selalu identik dengan istilah rule of law.s6 

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, di lnggris sebutan negara 

hukum adalah rule of law, sedangkan di Amerika Serikat adalah government of 

law, but not of man.37 Negara yang menganut gagasan ini dinamakan negara 

konstitusional (constitutional state).3B 

Kendati demiltian, gagasan negara hukum sebagai teijemahan lconsep 

r-echtsstaat maupun rule of law merupakan gagasan modern yang mempunyai 

33 Oemar Seno Adji, Seminar J(etatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: PT. 
Seruling Masa, 1966), hlm. 24. 

3~ Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 58. 
35 Ibid., hlm. 6o. 
3&Wolfgang Friedmann, Legal Theory (London; Steven & Son Limited, 1960), him. 456. 
37 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar 1-Julcum Tata Negara Jndonesia 

(Jakarta: Pusat Studi HTN FHUJ, J976), hlm. 8. 
38 Taufi qurrohman Syahuri, .Hukum .Konstitu.si: Pro.ses dan Prosedur Peru bahan UUD _di,. .... 

lndcmesia 1945-2002 ser.ta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di :Dmri:a• (Jakarta:. 
Gbalia Indonesia, 2004), blm. 38. 
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banyaJ: perspektif dan dapat d.ikatakan selaJu aktuaJ untul\ diperbincangkan, dan 

merupal~an p.enamaan yang qi~erikan oleb ahli )Jukum ~er~~dap_ _gag~~ 

lwnstitusionalisme.3Y Secara ;sU,bstansi gagasan tersebut mengatur dan 

membatasi' kekuasaan karemt adanya kebutuhan untuk merespons 

perlcembangan peran relatif kekuasaan urn urn dalarn kehidupan umat manusia.-'~ 0 

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang 

niscaya bagi setiap negara modern.4l Car] J. Friedrich menyatakan babwa 

lwnstitusionalisme merupakan gagasan suatu lcumpulan kegiatan yang 

diselenggarakan oleb dan atas nama ralcyat, tetapi yang dikenalcan beberapa 

pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kelcuasaan yang diperlU:kan 

untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas 

untul< memerintah.42 

Adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, menyebabkan kelruasaan 

penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidalc bertumpuh pada satu orang 

atau badan. Dengan demilcian, dalam suatu negara tentu ada berbagai institusi 

penyelenggara kekuasaan. Berdasarkan itu muncul berbagai konsep tentang 

pembagian kekuasaan yang dalam perkembangannya populer dengan .istilah 

"trias politica" dan secara normatifmempunyai prinsip bahwa kekuasaan negara 

sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah 

penyalahgunaan kelcuasaan oleh pihak yang berkuasa.43 

Trias politica memandang bahwa kelcuasaan negara terdiri dari tiga 

macam kelcuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan 

kekuasaan yudikatif. Kekuasaan 1egislatif merupakan kekuasaan membentuk 

a!l Mob. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: St'udi ten tang lnteralcsi Politik 
dan Kehidupan Ketatanegaraan (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 27. 

4" Jazim Hamidi, Revolusi J:luJcum indonesia (Jakarta: Konpress, 2006), hlm. 228, yang 
mengatakan bahwa "dalam perspelctifhistoris, gagasan mengenai Jwnstitusionalisme it11 sudah ada 
sejak zaman Yunani dan Romawi yang sering disebut dengan era lconstitusionalisme lclasik. 

4' Carl. J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in 
Europe and America CVValtham, Mass.: Blaidell Publishingn Company, 1967), hlm. 5· Lihat juga Jimly 
Asshiddiqie, Konstitusi & Konstit11sionalisme Indonesia (Jakarta: Konpress, 2006), hlrn. 24-25. 

. ~?.JY.I.irjaJn Budia1~djo, Op.Cit., hlm. 96-9:.7~· -......... - ·-
· . 4~ Achm'ail Djti'n.ed·, "Pergeseran Kelmasaan Pembentukar.J Undang-U11dang", Tesis (JaltaJ'f.ID~· 

MIH Universitas Tarumanagara, 2006), hlm. 19. 
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undang-undang. Kekuasaan ekselmtif merupakan l<.elcuasaan melaksanakan 

undang-undang. Xelcuasaan _y~p~wtif m~rupakarJ kelcuasaan mengadili atas 

undang-undang. Trias politico, m~rupakan suatu prinsip yang normatif bahwa 

lcekuasaan negara sebaiknya tidal< diserahkan kepada orang yang sama untul 

rnencegab penyalahgunaan kelmasaan oleb pihak yaDg berkuasa.4<~ Menurut Iuor 

Jennings, pemisahan kekuasaan mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu: 

1. pemisahan dalam arti rnateril, yaitu pemisahan dalam arti pembagian 

kelcuasaan itu dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi-fungsi) 

kenegaraan yang secara karakteristil< rnemperlihatkan adanya pemisahan 

kelmasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dan 

2. pemisahan kekuasaan dalam arti formal, yaitu apabila pembagian kekuasaan 

terse but tidak di pertahankan secara tegas. J adi secara formal ada tiga 

lembaga yang menangani kekuasaan tersebut, tetapi fungsinya tidak terpisah 

secara ketatjtegas dan rnutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.4s 

Trias politico pertama kali diperkenalkan olehJohn Locke dan kemudian 

dikembangkan oleh Montesquieu. Perbedaan yang m.endasar dari pendapat 

Montesquieu terhadap pendapat John Locke bahwa kekuasaan yu.dikatif harus 

dipisahkan dari kekuasaan e}.sekutif.46 Lebib lanjut Montesquieu mengatakan 

bahwa perlu ada pemisahan antara kelmasaan ekselmtif, keku.asaan legislatif, dan 

kekuasaan yudikatif. Kalaupu.n tidak bisa, maka setidalmya mempertahankan 

agar kekuasaan :yu.dikatif tetap independen.47 Menurut Ismail Sunny, trias 

politico merupakan perkembangan ajaran bentuk negara dari monarki-tirani ke 

bentulc negara demokrasi. Dalam negara modern, hubungan antara ketiga 

macam ke1cuasaan terseout sering merupakan hubungan yang kompleks. Trias 

politico atau biasa disebut Trichotomy sudab merupakan kebiasaan, lcendati 

44 Ibid., blm. 151. 

~&Ismail Sunny, Mencari ](eadilan (Jaka1ta: Ghalia Indonesia, 1981), him. 7· 
46 Ibid., hlm. 152. 
47.Montesguieu;Spirit of Law (Jaka1ta: Nusamedia, 2007), hlm. 187. 
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batas pembagian itu tidal~ .selalu .sempurna bahkan saling mempengaruhi di 

an tara :cabang kekuasaan tersebu..k: 4b 

Pe11guatan masing-masin,g c:abang ke1masaaD menimbulkan berbagai 

mode] sistem pemerintahan. Dalam hal konstitusi memberikaD penguatan 

.. kelcuasq.aJJ itu P.i:lda presiden, maka sistem pemerintahan itu disebut presidensil. 

Sebaliknya, dalam hal konstitusi memberikan penguatan kelmasaan itu pada 

parlemen, maka sistem pemerintahan itu di.sebut sistem parlementer. 

Sedangkan, dalam haJ konstitusi memberikan penguatan yang berimbang kepada 

masing-masing caba11g kekuasaan dan masing-masing cabang kekuasaan itu 

diberikan hale untulc saling mengimbangi (checks and balances) maka sistem 

pemerintahan itu dinamakan sistem pemerintahan campuran (hybrid/mix). 

Frank Feulner mengatakan bahwa: Kunci Jcelangsungan sebuah sistem politik 

modern adalah Jceseimbangan. Sejak berbagai sistem demokratis memulai 

proses evolusinya, para pembentuk konstitusi telah melakulcan langkah­

langkah besar untuk menyeimbangkan satu institusi dengan institusi lainnya. 

Ide dasarnya, tidak ada satu lembaga negara pun yang mendominasi lembaga 

lainnya.49 

Sejarah pemerintahan berpengaruh terhadap dunia ilmu pengetahuan, 

atau sebaliknya. Ajaran atau teori trias politica ·yang memisahkan antara 

kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kelmasaan yudikatif merupakan 

bukti lmat perkembangan dalarn sistem pemerintahan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, selanjutnya berkembang berbagai teori yang menjelaskan mengenai 

sistem pemerintahan. 

Sistem pemerintahan dipahann sebagai suatu sistem hubungan dan tata 

keJ:ia m1tara lembaga-lembaga negara.so Sistem pemerintahan digunakan untu1c 

4~ Ismail Suny, Op.Cit. hlm. 15. 

49 Frank Feulner, "Menguatkan Demokrasi Perwal<ilan di Indonesia: Tinjauan Kritis 
Terhada]J Dewan Perwakilan Daerah," Jurna/1-Julwm Jentera Edisi 8 Tabun IIJ Maret 2005, hlm, 2·5-· 

so Jacl< H. Negel, The Descriptive Analysip "9.{ Power (New Beven: Yale University P.ress, , ... 
1975), hlm. 16. 
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mengetahui hubungan antara elsekutif dan legislatif sebagai hlanjutan dari 

eksplorasi dari konsep pembagiap atau pemisahan kelmasaan.5J 
-- - .,_ . -

J3intan R. Saragih merum~skan, sistem peme:hntahan adalab sebagai 

suat11 struktur pemerintahan suatu negara yang mengatur fungsi dan 

men.,.ggambarkan yang semestinya berlaku antara badan legislatif dan _badan 

eksekutif untul menc:apai tujuan negara yang telah dirumuskan dalam 1wnstitusi 

negara yang bersanglcutan; dan apabila salab satu lembaga tersebut kurang 

berfungsi atau bertindak melebihi fungsinya akan langsung mempengaruh:i 

lembaga yang lain sehingga akan mempengaruhi juga pelaksanaan penc:apaian 

tujuan negara tersebut.S2 

Dengan demikian, sistem pemerintahan merupakan sistem yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kekuasaan elcselcutif dalam hubungannya dengan fungsi 

legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar 

dibedakan dalarn 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. sistem pemerintahan presidensil (presidential system); 

2. sistem pemerintahan parlementer (parliamentary system); dan 

3. sistem campuran (hybrid/mix system). 

Sistem presidensi1 merupakan sistem pemerintahan _yang terpusat, 

jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of goverment) sekaligus 

sebagai kepala negara (head of state).Pada sistem ini tidal< terjadi pemisahan 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan sistem parlementer, 

jabatan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of 

goverment) itu dibedakan atau dipisahkan satu sama lain. Kedua jabatan 

tersebut, pada haltil(atnya merupakan sarna-sarna cabang dari kelmasaan 

ekselmtif. Menurut C.F. Strong, kedua jabatan ekselmtif itu dibedakan antara 

pengertian nominal executive dan real executive. Istilah nominal executive 

ditujukan untuk jabatan lzepala negara. Seda11gkan istilab real executive 

5'.Achmad .Djuned, Op.Cit., .hlm. 22. 

:F Bintan R. Saragib, "Peranan·· :QPR GR Peri ode J 965-1971 
Keta'Lanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD l9LJ5," Op.Cit., hlm. 27-

dalam Menegalckan .. 
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ditujukan untul jabatan kepala .pemermtahan.:;:·; Untuk sistem campuran atau 
-

hybrid, unsur-unsur d~i ke<!ua sistem itu bercam_pur dan sama-sama 

diprakLekkan. Banyal\ studi telah~ dilalcubm untulz membedal~an antara sistem 

presidensil, sistem parJementer, dan sistem campuran. Menurut Douglas V. 

Verney, dari ketiga sistem tersebut, sistem parlemen ban:yal( dianut di negara­

negan dunia. Hal ini menimbulkan banyal: ragam coral parlcmentarisme yang 

dipraktiklwn di dunia. Seperti dil(etahui, secara historis parlemen pertama kab 

muncul di lnggris. Di sebut parlemen karena lembaga perwakilan tersebut 

memiliki dua fungsi yaitu memilih kepala pemerintahan dan membuat undang­

undang. Sedangkan lembaga perwakilan ralcyat yang tidak punya wewenang 

untuk memilih kepala pemerintahan seperti di iunerilca Serikat tidak disebut 

sebagai parlemen melainkan lembaga Jegislatif.s~ Dalam sistem pemerintahan 

akan ditemukan lembaga atau kekuasaan membentuk UIJdang-undang. 

Ramlan Surbalcti mengemukakan, dalam sistem presidensil, lembaga 

legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen. Lembaga legislatif 

dan eksekutif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang 

satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lain sehingga setiap undang­

undang merupakan basil kesepakatan kedua pihak. Ramlan kemudian 

menguraikan ciri-ciri sistem presidensil, sebagai berikut. Pertama, 

kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) Jebib jelas pada 

sistem presidensil yalmi di tangan presiden. Kedua, kebijakan yang bersifat 

komprebensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai 

kedudukan yang terpisab (seseorang tidalz dapat mempunyaj fungsj ganda). 

Ketiga, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu tangan. 

Keempat, ]egislatifbukan tempat 1<.aderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang 

dapat diisi dari berbagai sumber tennasul: legislatif sendiri.ss 

53 C.F. Strong, Konstitusi-JConstitusi Politik Modern (Jakarta: Nusamedia, 2004), hlm. 100. 

5<1 M. Busain, et.all, Menjoring Aspirosi Ra!cyot: Catotan don Dialog Anggota DPR dengan 
Rakyat (Jakarla Cesda-LP3ES, 2003), hlm. 1. 

ss Ramlan Surbal<ti, Op. Cit., hlm. 171. 
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Masib terkait dengan presidensil, menurut JimJy Asshidd:iqie, ada 9 

(sembilan) prinsip _pokol~-~~D~}r-!e.pjadi ~iJ:"i dari _§_.!_stem _pre.e_ic;l_eD:.sil,sa:itu: _ 

1. terdapa1 pemisahaD kekuasaa~ yang jelas antara cabang kel~uasaan el~ekutii 
daiJ legislatif; 

2. presideD merupakaD ekselmtif tunggal; 

3. kepala pemerintahan sekaligus bertindalc selaku kepala negara atau 

sebaliknya; 

4. presideD mengangkat para rnenteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan 

yang bertanggungjawab kepadanya; 

5. anggota parlemen tidal< boleb menduduld jabatan eksekutif dan demilcian 

pula sebalilmya; 

6. pres:iden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; 

7. jika dalam sistem parlemen berlal'11 prinsip supremasi parlemen, maka dalarn 

sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Sebab itu, 

pemerintahan eksekutifbertanggungjawab kepada konst:itusi; 

8. eksekutifbertanggungjawab langsung kepada ralcyat yang berdaulat; dan 

9. l<.ekuasaan tersebar secara tidak terpusat, tidak seperti dalam sistem 

parlemen yang terpusat pada parlemen. 

Amerilrn .Serikat merupakan salab satu contob negara yang menganut 

sistem presidensil dan bahkan An1erika Serikat sering pula disebut sebagai 

negara dengan sistem presidensil yang ideal eli dunia. N amun demikian, Charles 

0. Jones mengkritil{ pemberian istilab "presidensil" w1tuk sistem yang 

dipratildcan di Amerika Serikat. Menurutnya, sebutan yang 1ebih tepat bagi 

sistem tersebut adalah a separated system qf goverment dan bulcan a 

presidential system of government. Sistem pemisahan kelcuasaan (separation of 

power) dengan prinsip checlcs and balances itulah yang menurut Charles 0. 

····.-: 
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Jones lebib menggambarkan kenyataan. Setiap ltekuasaan saling mengkontrol 

dan menuimbana"i satu sama lain.s6 
·~ _ _o _ b ~ _ ... -:;:,_ 

HaJ lain dikatakan Oieb'. Jim]y ~~shiddiqie, bah'"'a untul<: sistern 

pemerintahan parlementer terdapat s~jumlab prinsip polwk, yaitu: 

1. hubungan antarl:llembaga parlemen _dan pe~erintah tidak murni terpisah; 

2. fungsi ekselcutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai kepala 

pemerintahan (the real executive) dan kepala negara (the nominal executive); 

3. kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara; 

4. lcepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatua.n 

institusi yang bersifat kolelctif; 

s. rnenteri adalah atau biasanya merupakan anggota parlemen; 

6. pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, tidak kepada ral,;:yat 

pemilih; 

7. kepala pemerintahan d.apat memberikan pendapat kepada kepala negara 

untuk membubarkan parlemen; 

8. dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlernen 

dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan; dan 

g. sistem kekuasaan terpusatpada parlemen.s7 

Ramlan Surbakti juga mengemukakan beberapa ciri sistern parlementer 

sebagai berikut. Pertama, parlemen merupakan satu-satunya badan yang 

anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih 

melalui pemilihan umum. Kedua, anggota dan pemimpin kabinet (perdana 

menteri) dipilib oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan 

eksekutif. Sedangkan seba-gian besar atau seluruh anggota kabinet biasanya juga 

menjadi anggota par]emen sehingga mereka memililci fungsi ganda, yakni 

legislatif dan eksekutif. Ketiga, kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat 

s6 Jimly Asshiddigie, Polcok-Polwk Hulcum Tata Negara Indonesia Pasco Reformasi, Op.Cit., 
hlm. 316-317. 

57 Ibid., hlrn. 315-316. 
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dulcungan ma.yoritas dari par]ernen. Keempat, manakala J\.ebijakannya tidal\ 

mendapat dukungaiJ darj pacle:rnen, p.er.dana .menierj da_pat memb.ubarlz.a.n 

parlemen, lalu menetap}(an walc;tu penyelenggaraan pemililian umurn untuk 

rnembentuli kembali parlemen yang baru. Kelima, fungsi kepala pemerintahan 

(perdana menteri) dan fungsi kepala negara (presiden atau raja) dilaksanakan 

olelJ orang yang berbeda.5!l 

Menurut Douglas V. Verney, sistern parlementer mengalami tiga fase 

perubahan. Fase pertama, sistem pernerintahan monarki yang memposisikan 

seorang rajajratu sebagai satu-satunya penanggung jawab atas selurub sistem 

politil: dinegaranya. Fase kedua, rnuncul pada saat terbentulmya majelis 

pervvakilan yang berhasil menandingi kekuasaan raja/ratu dan sekaligus 

memisahkan vvilayah-vvilayab kekuasaan di antara keduanya. Fase ketiga, 

kekuasaan ekse1mtif yang dipegang oleh raja/ratu semakin menyurut dan 

perlahan-lahan beralih kepada para menteri yang diangkat dari anggota majelis 

dan bertanggungjawab penuh kepada majelis.59 

Adanya sistem pemerintahan yang berbeda sebagaimana tersebut, 

berpengarub terhadap kekuasaan rnembentuk undang-undang. Dalarn negara 

yang menganut sistem demokrasi konstitusionil, terlepas apapun sistem 

pemerintahann)'a, kekuasaan membentuk undang-undang diarahkan kepada 

tervvujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. 60 

Dengan demikian, fungsi undang-undang lebih merupakan persoalan penjabaran 

dari tujuan suatu negara sebagairnana dinyatakan dalam konstitusinya. 6J J adi, 

ss Ramlan Surbal\ti, Op. Cit., hlm. 170. 
59 Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidetial Government (New York: Oxford 

University Press, 1998), hlm. 32-41. 
r,o l.C. van der Vlies, Handboek Wetgeving (Zwolle: WEJ Tjeenl< Willink, 1987), hlm. 24-27, 

yang mengatakan bahwa "Mere lea yang menganut pemahaman ten tang undang-undang yang 
formal berprmdapat bahwa undang-undang adalah suatu keputusan dari pembentuk undang­
undang yang dilalculcan menurut prosedur yang ditetaplcan do lam undang-undang dasar, terlepas 
dari isi dan materi yang dimuatnya." 

6J Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosia/) (Jal,arta: Visimedia, 2007), 
hlm. 66-68, yang mengatakan babwa" Untuk menemukan peraturan-peraturan sosia/ t.er·baik yang 
sesuai untulc bangsa, dibutuhkan inteligensi super unt11k melilwt lceinginan-keinginan terbesar 
manusia tanpo horus mengalami solah satu dari lcebvtuhan tcrsebut. Para legislator ada.Zah 
insinyur yang mcnemukan mesin, sedanglcan raja hanyalah mekanik yang ·meralcit dan 
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keberadaan suatu undang-undang pada dasarn~ya merupakan instrumen bagi 

penguasa untuk menjalankan r~a _pemerintahan.o=< Di sinilab_ ar:ti :Jlenting 

undang-undang yang berfungsi · sebagai pengatur lebib lanjut ketentuan­

ketentuan konstitusi dalam rnembagi kekuasaan yang dimiliki oleb lembag,a 

pernerintahan. 6 ~ Menyadari pentingnya undang-undang, dalarn membatasi tugas­

tugas pernerintahan, maka pernbentukan undang-undang selayalmya dilakukan 

secara bersarrw-sama antara pemerintab dan lembagl:l perwalcilan (legislatif).i>4 

Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalab legislation atau 

dalarn bahasa Belanda wetgeving atau gesetzgebung dalarn bahasa Jerman, 

mempunyai pengertian sebagru berilmt: 

1. perundang-undangan sebagai proses pernbentukan atau proses rnembentul< 

peraturan negara, bailc di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan 

2. perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil 

pernbentukan peraturan, bail< di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 65 

Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hulcum, 

peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. 

Padahal hal tersebut tidaldab sama. Undang-undang adalah bagian dari 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari 

mengoperasi/cannya. Legislator menduduJci posisi luar biasa terhormat dalam negara. Jika dia 
bisa menjalankan hal itu berhubungan dengan Jcejeniusannya, dia melakulcannyo tidak 
berhubungan dengan lembaga kehakiman atau pemerintahan." 

6' Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi 
(Bandung: Alumni, 1986), hlm. 12, yang mengata1tan bahwa "undang-undang dalam arti jormil 
yaitu keputusan tertulis yang diadakan oleh badan-badan negara. Pada dewasa ini badan-badan 
tersebut di Indonesia ada/all PresideJ1 bersama DPR. Undang-Undang dalam arti materil, yaitu 
peraturan tertulis yang berlaku umwn dan dibuat oleh penguasa yang sah, misallcan undang­
undang, peraturan pemerintah, lceputusan presiden, peraturan daerah, dan seterusnya." 

63 Hans Kelsen, Teori Umum Hulcum dan Negara, alih bahasa Somardi (Jakarta: Bee Media 
Indonesia, 2007), hlm. 195, yang mengatakan bahwa "Penerapan aturan-aturan lconstit'us'i 
mengenai pembuatan undang-undang dapat dijamin secara ~felctij lwnya jilca suat1J organ selain 
organ legislatij diberi mandat yang tegas unt-uk menguji apalcah suat1J undang-undang sesuai a tau 
tidak dengan Jconstitusi." 

64 Saifudin, "Proses Pembentukan UU: Studi tentang Partisipasi Masyarakat da1am Proses 
Pembentukan UU di Era Reformasi," Disertasi (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasar:jana U1, 
2006), hlm. 74-

... 6{> ··MaFia -Farida ·lndrati, Jlmu Perundang-Undangan Jenis, Fvngsi dan 111 ateri MuCita·n.;. 
{Yogyal.arta: :Kan·isius, 2007), hlm. 10. 

'., '· .. 
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undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan 

. huk_um bu±~an_.han}'a undang-un~c:ng,~ melainkan termasul< jug~ beb_erapa l~ai_dah 

hul~um seperti lmkum adat, kebiisaan, dan hukum yurisprudensi.6G Lebih lanju1 

Solly Lubis mengatakaiJ babwa, perundang-undangan ialab proses pembuataiJ 

p_~raturan negara. 67 

Dalam konteks perundang-undangan proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan (kbusus d:i sini pembentukan undang-undang), dapai pula 

berarti out put dari proses tersebui yaitu keseluruhan jenis peraturan 

perundang-undangan, yang dalam sistem perundang-undangan Indonesia terdiri 

dad undang-undang, peraturan pemerintab pengganti undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peratutan daerah. Perundang­

undangan sebagai proses pembentukan peraturari perundang-undangan dari sisi 

kes~iarahan merupakan penemuan negara Eropa Barat dengan membentuk 

suatu badan kb.usus, mereka memperlihatkan suatu proses dari pembentukan 

peraturan atau titab. raja atau ratu ke badan baru yang disebut badan legislati£. 68 

Temuan baru d:i bidang perundang-undangan berpengarub. terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan69 di 

Eropa Continental sebagai akibat "membanjirnya" peraturan-peraturan negara. 

Sedangkan untuk negara penganut sistern Anglo-saxon,. ilmu pengetab.uan 

perundang-undangan tida1c banyak berkembang, antara lain disebabkan oleb. 

tradisi hukum yang berbeda. Negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon 

&6 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1992), 
him. 2-3. 

67 Solly Lubis, Landasan dan Telcnilc Perundang-undangan (Bandung: Mandar Maju, 1989}, 
hlm. 1. 

6B Hans Kelsen, Teori Hulcum Murni (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007), hlm. 245 yang 
mengatakan bahwa "dalam tatanan hu/cum modern, penciptaan norma hulcum umum memililci 
/cara/cter legislasi. Regulasi Jconstitusi atas legislasi menetap/can organ-organ yang diberi 
wewenang menciptalcan norma-norma hu/cum umum." 

69 Dalam istilab i!mu pengetabuan perundang-undangan sudah termasuk di dalamnya teori 
perundang-undangan (teor] legislasi), hal ini ditegaskan dan diter:iemahkan oleh A Hamid S. 
Attamimi dari istila1J gcsetzgebungswissenchaft yang dikemukakan oleb Burkhardt Krems yang di 
dalaJ?1riya JneliputL9.~$.~~".?gebungslehre (ilmu peruncJ.ang:-ll,Ddf!I1ganJ dan gesetzgcbungst:heqrie (teori 
perundang-und angan). ·· "• , ... 
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menganut sistem common lm.L~ atau judge-made-law, oleb l~arenanya yang 

berkemb_!ffig j.ustru sebagian darJ:D:mu _pengetahuan pe_r_!lndang-:llJ?-dangan yaitu 

teknil< perunda.ng-undangan (legislP.tive drafting)_?(• 

Menurut Peter Noll, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan menebti 

perihal isi dan bentul< norma hulmm dengan tujuan untul: mengembangkan 

kriteria, arab, dan petunjuk bagi pembentukan norma hukum yang rasional. 

Artinya, ilmu pengetahuan perundang-undangan berupaya menemukan jawaban 

atas pertanyaan bagaimana hukum melalui peraturan perundang-undangan 

dapat dibentul< secara optimal, dengan titil< tolalmya adalab bagaimana 

memperoleh jawaban agar keadaan sosial melalui norma perundang-undangan 

tersebut dapat dipengaruhi sesuai dengan arab yang ditetapkan dan 

dihara pkan. 7l 

A. Hamid S. Attamimi mengetengahkan bahwa teori perundang-undangan 

menunjuk kepada cabang, bagian, segi atau sisi dari ilmu perundang-undangan 

yang bersifat kognitif dan berorientasi pada mengusahakan kejelasan atau 

memberi pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat mendasar di bidang 

perundang-und~gan, yaitu antara lain pemahaman mengenai undang-undang, 

pembentukan undang""undang, perundang-undangan dan lain sebagainya. Oleh 

Sebab itu, karakter teori perundang-undangan suatu negara sangat terkait sekali 

dengan sistem pemerintahan dari negara itu. Fungsi perundang-undangan 

bukan hanya memberi bentuk kepada pendapat nilai-nilaj dan norma-norma 

yang berlalcu hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekadar produk 

fungsi negara di bidang pengaturan. Kekuasaan pembentuk undang-undang, 

hendalmya berusaha memberi bentul< terhadap pengubahan moral masyarakat 

dan l·vatak bangsa sesuai dengan yang di cita-citakan.72 Kelmasaa11 pembentul< 

7° A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan Indonesia," Pidato Pengukuban 
Jabatan Guru Besar pada Fakuktas Hulmm Universitas Indonesia, Jalc..arta, tanggal 25 April 1992, 
dalam Saleh Asri Muhammad, Kompilasi Orasi Guru Besar Hulcum Tata Negara, (Pel<anbaru: 13ina 
Mandiri Press, 2006), hlm. 67. 

7' Ibid., h:lm. 68. 
7° Ann Seidman';"'et.al, Penyusunan Rancangan Vndang-Undang Dalum Peruba1wn 

.Masyarakat yang Demolcrat'is (,Jakarta: Elips, 2002), hlm. 6., yang me11gatakan bab:w-a "para 
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undang-undang bm tidalc lagj "be.r:jalan di belakang" mengikuti atau 

rnernbuntuti perkembangan .maS)!_flrabt1 teta_pi _ "b.§:dalar~ _(J.i f!:~!:l!}: J1lemgjrnbin,g 

dan memimpin perkembangan 'masyarakaLApabila hal itu dapa1 berjalan, 

hukum itu benar-benar merupal~an sarana pembangunan masyaraka1 "law as a 

-~ tool of .social engineering" Pembentukan undang-undang tidal< lagi mengaru 

lcepada upaya melakukan "lwdifikasi" melainkan "modifikasi".n Dalarn 

melakukan "modifikasi" terhadap masyarakat, pembentul< undang-undang 

(termasulc peraturan perundang-undangan lainnya) harus benar-benar 

memperhatikan hierarki perundang-undangan dan karakter produl( hukum yang 

dibentulmya (responsif, otonom, atau represif).7~ Pembentukan undang-undang 

yang bail< dan memenuhi berbagai asas pembentukannya, serta sesuai dengan 

jenis dan hierarki, fungsi, dan materi muatannya akan mengurangi upaya dari 

pihak-pihal( tertentu untul<: mengajukan suatu pengujian secara materi1 terhadap 

undang-undang yang bersanglcutan.7s 

Pembentukan undang-undang yang merupakan bagian dari teori 

perundang-undangan, berhubungan dengan sistem pemerintahan yang dianut, 

sedangkan sistem pemerintahan berhubungan pula dengan paham kedaulatan 

rakyat. Sebab jika pembentukan atau kelcuasaan membentuk undang-undang itu 

adalah bagian dari proses penyelenggaraan negara, dengan sendirinya inheren 

pembuat undang-undang harus menilai berdasarkan suatu kriteria pemerintahan dan 
pembangunan yang bersih. Mereko memerlulcan informasi yang culcup untuk menentukan apakah 
kemungk:inan rancangan undang-undang yang merelca terima alcan membantu tercapainya 
tujuan-tujuan yang diinginlcan." 

73 A Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu 
T;engetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjermihkan Pemaharnan," 
Pidato Pengu1cuhan Jabatan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1992, da1am Hendra Nurtjabjo (Ed), Politilc 
Hulcum Tata Negara Indonesia, (Depok: PSHTN Fl-l-UI, 2004), hlm. 116-117. 

7~ Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction, Second Edition, te1:iemahan oleh 
·vvislmu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), blm. 126 yang mengatakan babwa "Sulit untuk 
mengeneralisir bentuk dan isi undang-undang. Sebuah undang-undang bisa berisi po!cok 
permasalahan apa saja yang disent11h oleh /w/cum yang dalam pralctelcnya berarti segala polcok 
permasolohan." 

75J\1aria ·Farida Indrati, "Pemahaman Tentang Undang-Unclang Indonesia Setelab Perubahan 
Undang- Undang Dasar 1945," Pidato pada Upacara Pengulcuhan Sebogai Guru Besar Tetap dalam 
Bidang ilm-u Hulcum Fakultas Huk.um Universitas ]ndonesio (Depok: FHUl, 28 Maret 2007), hlm. 
13. 
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pula dengan sistem pernerintahan dan ajaran lzedaulatan ralcyat yang diterapkan 

~.alaiJ? ~{lngk~-' si~~~rn _J>enyelenggar~~~_.:~egara itu __ ~e~~~~~;:_ _ _ __ __ _ __ 

Begitu juga halnya pelaks~maan kelmasaan membentuk undang-undang 

dalarn rangka pe11yelenggaraan negara Republil< lndonesia, tentunya terkait 

densan sistem_p~emeriptahan dan pal1am kedaulatan rakyat yang dianut Jja1 ini 

sejalan pula dengan pemilciran sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. 

Attamimi, yang menegaskan bahwa teorj perundang-undangan yang berkembang 

di Eropa Continental hendalz memodernisasikan pranata ketatanegaraan pada 

umumnya dan pranata perundang-undangan pada khususnya, sehingga perlu 

juga dilihat, dibandingkan, dan jika per1u "ditiru" sistemnya di negara lain. iucan 

tetapi cita dan filsafat yang mendasarinya, nilai-nilai titil< tolalmya, pengertian 

dan pemahaman dasarnya, serta ruang linglcup dan tata kerja 

penyelenggaraannya, singkatnya paradigma-paradigmanya, harus tetap 

rnernpertahankan apa yang digariskan oleh Cita Negara Kekeluargaan Rakyat 

Indonesia, Teori Bernegara Bangsa Indonesia, dan Sistem Penyelenggaraan 

Pernerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana termalctub dalam 

Hukurn Dasar lcita, yaitu UUD 1945.76 

B. Tinjauan Kepustakaan 

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis dan 

tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan belum pernah dituangkan 

dalam suatu instrurnen hukum yang termasuk jenis peraturan perundang­

undangan, secara teratur dan komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan B-entuk P-eraturan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (dike1uarkan berdasarkan UUD NRJ Tahun 

1945) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang­

Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republil< Indonesia 

Serikat dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Federa1 dan Peraturan Pemerintal1 sebagai Undang-Undang 
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Federal (dike1uarkan berdasarkan Konstitusi Republil< Indonesia Seril~at 1949) 

memang diatur mengenai meng~n.:ai jenis-jenis peratur.an perundang-undangan 
-'- -· - ·- -- - - .. 

namuD beJum ditata secara hierarki berdasarkan teori stufen (ienjang) norma 

hulcum Hans Kelsen/Hans NaYiriasky. Demikian pula dalam Surat Presiden 

l<.epada DT.)E. Nomor: .2262/HK/59 tangga1 20 Agustus 1959 tentang Bentul< 

Peraturan-Peraturan Negara, dan Surat Presiden kepada DPR Nornor 

2775/HK/59 tanggal 22 September 1959 tentang Contob-Contoh Peraturan 

Negara, serta Surat Presiden kepada DPI\ Nomor 3639/HK/59 tangga1 26 

Nopember 1959 tentang Penjelasan Atas Bentulz Peraturan Negara, jenis 

peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalamSurat-surat tersebut 

tidak ditata secara hirarlcis. Misalnya Peraturan Pemerintab (PP) diletald<.an d.i 

atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu). 

Setelah pemerintahan orde lama pada tahun 1966 berakhir, DPR-Gotong 

Royong pada tanggal 9 Juni 1966 mengeluarkan memorandum yang diberi judul 

Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam 

Memorandum DPR-GR tersebut berisi: 

a. Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya pemberontakanG-

30-S PKI; 

b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; 

c. Bentuk dan TataUrutan Peraturan Perundang-undangan Republil< Indonesia; 

dan 

d. Bagan/Skema Susunan Kelmasaan eli Dalam Negara Republili Indonesia. 

Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam Sidang Majelis Permusyawaratan 

Ralcyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) Tahun 1966 (20 Juni - 5 Juli 

1966) diangkat menjadi materi muatan Ketetapan MPRS Nomor 

XX/MPRS/1966. Dalam Bentul< da11 Tata Urutan Peraturan Perundang­

undangaD Republili Indonesia (Lampira11 Bagian II) dimuat secara hierarki jenis 

peraturan perundang-undangan sebagai beril~ut: 

1. DUD 1945; 
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2. Ketetapan MPR (TAP MPR); 

3· UnE.~n_g-l!ndang/Peratll!anPe~eri_ntab [Je~g~<:t:~_!~!:J!l~a~_¥>:-:u.?~anr)J=>er:pul_ 
·- ·-· - ... 

4· PeraturanPemerintah; 

s. KeputusanPresiden; 

6. Peraturan-peratur_anPelaksan..aarJ lainnya seperti : 

-Peraturan Menteri; 

-lnstruksj Menteri; 

-dan lain-lainnya. 

T.A..P MPRS tersebut dalarn Sidang MPR tahun 1973 dan MPR Tahun 1978 

dengan TAP MPR Nomor V /MPR/1973 dan TAP MPR Nomor IX/MPR/1978 

akan disempurnakan. Namun sampill dengan pemerintahan Orde Baru beralchir, 

TAP MPRS tersebut tetap tidak diubah walaupun di sana sini banyak 

menimbulkan kontroversi khususnya dalarn jenis dan tata urutan peraturan 

perundang -undangannya. 

Setelah Pemerintahan Orde Baru beralchir pada bulan Mei 1998 yang 

kemudian dilanjutkan dengan Sidang lstimewa (SI) MPR, kemudian .dilanjutkan 

dengan Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999 (basil Pemilu 1999), kemudian 

dilanjutkan denganSidang Tahunan MPR tahun 2000, barulah MPR menetapkan 

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukurn dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS Nomor 

XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang­

undangan yang diatur dalarn Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2ooo tersebut 

adalah: 

1. UUD-Rl; 

2. Ketetapan(T.AP) MPR; 

3· Undang-Undang(UU); 

4. PeraturanPemerintab Pengganti Undang-undang (Perpu); 

5. PeraturanPemerintah (PP); 

6. KeputusanPresiden (Keppres); dan 

7. Peraturan Daerah(Perda). 
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Dalam Pasal 2 TAP MPR tersehJ,It kalau dibac:a sepintas seakan-akan jenis 

peraturan perundang-undangan }lersifatlirnitatifyaitu hanya ber:jumlab 7. . .Ctujuh) .. . 
.yait~: uun-ri,-TAY- MPR, uu: P~rpu,PP ~iep;res, da~ P~-~d~:Artin~~. &1~~;--·--::-:-.- -
yang 7 (tujuh) jenis, bukanlab peraturanperundang-undangan. Apalagi dj dalam 

pasaJ-pasal TAP MPR II1/MPR/2DC?_~_ ters~.~utdigunakan istilab lain yang 

maksud.nya sama yaitu "aturan hukurn". Padahal kalau membaca ka1imat 

pembuka Pasa] 2 yang berbunyi: TatCI urutan peraturan perundang-undangan 

merupakan pedoman dalarn pembuatan aturan hukurn dibawahnya, dikaitka.n 

denga.n Pasal 4 TAP MPR tersebut yang berbunyi: 

(1) Sesuai dengantata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap 

aturan hulmm yanglebih rendab tidal< boleh bertentangan dengan aturan 

hukurn yang lebib tinggi. 

(2) Peraturan atau Keputusan Mahkamab Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, 

menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingk.at yang 

dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang 

termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ·ini. 

Apabila ditafsirkan secara gramatika, sistematikal, dan wetjrechthistorische 

interpretatie, ditambah logika hulmm, serta asas-asas pembentukan peratura.D. 

perundang-undangan, maka jenis dan tata susunan/urutan (hierarki) peraturan 

perundang-undangan dalam Pasal 2 tidak bersifat limitatif. Bahkan kalau dilihat 

dari sudut definisi peraturan perundang-undangan yaitu: Keseluruhan aturan 

tertulis yang dibuat oleh lembagajpejabat negara yang berwenang ru Pusat dan 

Daerab yang isinya mengikat secara umum, maka jenis peraturan perundang­

undanga.n tidak hanya 7 (trrjuh) jenis. Setiap lembaga/pejabat negara tertentu 

dapat diberikan kewenangan membentulc peraturan perundang-undangan baik 

oleh UUD maupun UU. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga 

atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan 

delegatifjderivatif. Kev,•enangan atributif dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan adalab kewenangan ash ( orisinil) yang diciptakan -

sebelumnya tidal< ada- oleb U.UD atau UU yang diberikan kepada lembaga .atau -
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p~jabat tertentu. Sedangkan kewenangan derivatifjdelegatif adalah kewenangan 

yang diberitan ·- oleb .2e~egan~:.: kew~~.':I1:~an ~~r~buti~_ kep_a~~ __ _pej~b?t __ ata~­

lembaga tertentu dibawahn;·a; "'"· untulz rr;engatur lebih la~jut peraturan 
I 

perundang-undangan yang dibua·t oleh pemegang kewenangan atributif. Sebagai 

contol1 kewenangan atributif adalah DPR danJ?reside:o sebagai pembentul< UU 

(vide Pasal .20 UUD-RJ juncto Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Dalarn 

.Pasal 18 ayat (J) huruf d Undang-Undang Nomor 2.2 Tahun 1999, DPRD dan 

Kepala Daerab diberikan kewenar1gan atributi{ untul< membentulz Peraturan 

Daerah (Perda). Berdasarkan uraian di atas, jika dilcaitkan dengan kalimat 

pembuka Pasa] 2juncto PasaJ 4 ayat (2) TA.P MPR IIIj2ooo secara interpretatif 

dan logika hukurn sebagaimana disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pasal 2 TAP MPR Nomor III/2ooo tidal< bersifat limitatif. Artinya, di 

samping 7 (tujub) jenis peraturan perundang-undangan, masib ada jenis 

peraturan perundang-undangan lain yang selama ini dipra1.'tikkan dan itu 

tersirat dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 jenis 

peraturan perundang-undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal2 antara 

lain adalah: 

1. Peraturan Mahkamah Agung (walaupunbersifat pseudowetgev:i.ng); 

2. Keputusan Kepala BPK yang bersifat pengaturan (regeling); 

3. Peraturan Bank Indonesia; 

4. KeputusanKepala/Ketua Lembaga Non Kementerianyang bersifat pengaturan 

(regeling); 

s. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling ), yang didasarkan 

pada kewenangan derivatifjde]egatifyang diberikan oleh Presiden, UU/PP. 

Masalahnya, jenis peraturan perundang-undangan di luar PasaJ 2 TAP MPR 

tersebut akan ditempatkan di mana. Apakah di bawah Perda, ataukah rn atas 

Perda. Berdasarkan logika hulmm, maka peraturan perundang-undangan tingkat 

Pusat yang berlalcu dj selurub ivilayahRepublik Indonesia tentu11ya lebib tinggi 

kedudukannya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tingkat 

Daera:b yang hanya bersifat lokaljregional. Jika ditempatkan · dj bav·.rah· Perda~'~'·:-
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lcesatu, akan bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan. 

___ Kedug_, _ akan _ berte!!-t_a,I~gan_ _d~:ggan _ a-?.C:l.~ '"jf~·ab_ _berlal~u~ya. _per~tu_r~ .. 

pe~m;d~~~-~~d~nia~- Daiam Pa;~] 2 TAP MPRt~rs~but, Pe;pu- diJetaklan ·-& 
bawab UU. Ha] ini bertentangan dengan PasaJ 22 UUD NRJ TahurJ 19LI5 (beserta 

Penjelasannya walaupun sekarang sudab dicabut). Dalam P.asaJ 22 UUD NRJ 

Tahun 1945 diatur babwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) itu sebagai pengganti UU. Kata "pengganti" mengindikasikan babwa 

Perpu itu setingkat Undang-Undang. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan 

dengan tegas babwa Perpu itu mempunyai kekuatan (hulmm) yang sama dengan 

UU. Dalam perkembangan konstitusi di Indonesia, Penjelasan .PasaJ 22 UUD 

NH.l Talmn 1945 ini kemudian"dituangkan" dalam Pasal 139 Konstitusi IUS 

Tahun 1949 dan Pasa1 96 UUD Sementara Tahun 1950 dengan nama"undang­

undang darurat", yang setingkat dan mempunyai kekuatan yang sama dengan 

Undang-Undang. Dengan demiki.an para founding father/mother kita sejak 

rapat-rapat BPUPIG dan PPKl, penambahan Penjelasan UUD 1945 pada tahun 

1946, dan kemudian dituangkan dalam KRlS 1949 dan DUDS 1950 

menempatkan Perpujundang-undang darurat seJaJar dengan UU dan 

mempunyai "lcekuatan (hukum) yang sama dengan UU. Oleb karena itu, apapun 

alasannya penempatan Perpu di bawah UU tidak dapat dibenarkan karena 

bertentangan dengan Pasa1 22 UUD NRl Tahun 1945. Dalam Pasal4 ayat (2) TAP 

MPR tersebut yang diawali dengan kata "keputusan" atau "peraturan"dikaitkan 

dengan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menimbulkan kerancuan apabila 

dikaitkan dengan hal\ uji (materiel) yang diberikan kepada :MA (judicial review). 

Apabila dibaca Pasa1 4 ayat (2), maka dimungkinkan adanya "Keputusan"MA dan 

"Peraturan MA" atau Perma. Karena Peraturan MA bukan merupakan produl< 

ata u basil dari hak uji materiel, maka berdasarkan penafsiran, hasi] darj hakuji 

materiil adalah "Keputusan" MA. HaJ ini dilmatkan lagi dengan buny:i Pasa1 5ayat 

(4). Namun berdasarkan kajian, dalam kaitannya dengan bak uji materil, MA 

tidal< n'lembuat "Keputusan", tetap:i yang dibuat adalah "Putusa11" (vonis) pada 

··-· :·,·.:.'· ;tirigkat~kasasL.-OlelJ.<karena itu seharusnya kata "R!eputusan"pada PasaY5laj'a1 (4,·: .. :. · · · 
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TAP MP.R tersebut harus diganti dengar1 kata "Putusan" berkaitan dengan Perpu 

-Y~D:g dil~t~£1.5~?~: ¢J.J. __ b_~~~ab __ lJnda~~-=-U!J~_a!l-_g_~a}(a -h.-~.:~ --~~~.:..:1!!-~ni~~-~~~a.o- -··: .... :::. 
l~erancuan karena mempunycti-iE?.pllkasi yuridis- dan politi;- yang merepotlZ~--

para pembentuli peraturan perundang-undangan. Kalau Perpu diletakkan di 

b;rvvab UU, MA dapat mengujj Perp1:1 terhadap Unda.IJ.g-Undang.. Padahal Perpu 

itu adalah suatu "undang-undang yang tertunda", bukan merupakan peraturan 

pelalcsana Undang-Undang. Apabila Perpu tersebut diuji oleh MA dan dikatakan 

atau diputusl:.a.n bertentangan dengan Undang-Undang maka Perpu itu harus 

dicabut oleb Pemerintah, padahaJ dalam PasaJ 22 UUD-RI yang memerintahkan 

pencabutanPerpu adalab UUD. Jadi, apabila MA membatalkan Perpu berarti 

bertentangandengan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu kalau 

umpamanya Perpu yang dluji oleb MA dan diputuskan harus dicabut, 

Pemerintab tetap meneruskan Perpu tersebut lee DPRdan kemudian DPR 

menetapkannya .menjadi UU, apakab dalam hal ini tidak terjadi kerancuan d.a.n 

tumpang tindih, yang dapat menimbulkan implikasi politis dan yuridis dalam 

bentuk conflict of interest di antara lembaga-lembaga .negara tersebut baik 

sebagai pembentuk UU maupun sebagai lembaga politik. 

BerdasarkanK.etetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan 

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat 

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia 

Tabun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (selanjutnya disingkat TAP MPR 

Nomor 1/MPR/2003) yang berisi peninjauan kembali (legislative review) 

terhadap lebih dari 130 TAP MPR (S) dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut 

dinyatakan bahwa antara lain: TAP MPR No. III/MPR/2000 tetap berlaku 

sampai dengan terbentuknya undang-undang. Menjadi pertanyaan, UU apa yang 

akan menggantikannya. Berdasarkan penafsiran sebagain1ana tersebut di atas, 

maka Undang-Undang yangdimaksud antara lain ada dua yaitu: UU tentang 

Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003) dan UU tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 10 Tabun 2004). 

: .;$~telah lahirni)•a UU.Nomor·lO Tahu.n 2004 ·sebagai pengganti (bukan men:cabutf:; 'lr ' 
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TAP MPR Nomor Ill/MPR/2000, maka berdasarkan Pasa] 7 UU Nomor 10 

____ J)Jmp 29_9~ c!<!P. }'enjelasan._:pJ1fl ~tamb_abj~__ga_ interpreta~iy~perti di atas_, ::n~ka 

jenis dan tata urutanjsusunan :· (hierarki) peraturan perundang-undangan 

sekarang adalab sebagaiberikut: 

1,, JJUD J:{Rl Tahun J 9LJS; 

2. T.AJ> MPR; ke depanmungkin tidal< akan dil(e]uarkan lagi bentuk TAP MPR 

sebagai jenis peraturanperundang-undangan karena MPR bukan lagi sebagai 

lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat melainkan sekedar 

sebagai lembaga negara yangbersifat "forum" yang eksis kalau ada joint 

session antara DPR dan DPD); 

3- Undang-undang(UU)/Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-undang 

(Perpu); 

4- PeraturanPemerintah (PP); 

s. PeraturanPresiden (Perpres); 

6, Peraturan lembaga negara atau organjbadan negara yangdianggap sederajat 

dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala BPK., .Peraturan Bank 

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah 

Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, dan lain 

sebagainya; 

7. Peraturan Menteri(Permen) sepanJang diperintahkan atau didelegasikan 

secara tegas oleh peraturanperundang-undangan di atasnya. 

8. Peraturan Kepala lembaga non kementerian/Komisi/Badanjatau Peraturan 

Ditjen suatu Kementerian, sepanjang diperintahkan atau dide1egasikan secara 

tegas oieb peraturan -perundang-undang-andi atasnya; 

g. Peraturan DaerahPropinsi; 

10. PeraturanGubernur Propinsi; 

11. Peraturan Daerab KabupatenjKota; 

12. Peraturan Bupati/VValikota; 

13. Peraturan Desa (Perdesa). 
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Dasar hukum pembentukan pera!uranperundang-undangan tingkat daerab inj ill 

_sam_ping TAJ> MPE No. IIUMPRj2_900 adala.b .Pasal.l8 .'!}:at (l) h:umLdDndang-. - - . . . 

Undang Nomor .2.2 Tahun J 999 teritang Pemerintahan Daerab (untul< Peraturan 

Daerah), Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuli Keputusan 

.Kepala _l!aerab .yangbersifat pengaturan (regeling), dan Pasal 104 da.IJ Pasal 1.05 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun J999 untul\ Peraturan Desa (yang s~ienis 

misalnya Nagari). Sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut 

telab diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal-pasal yang 

berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 136 sampru 

dengan Pasa1147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di samping itu secara 

1wnstitusiona1 Peraturan Daerab dan peraturan-peraturan lrun untuk 

menjalankan otonomi daerah mendapatkan dasar konstitusionalnya dalam Pasal 

18 ayat (6) UUD NRl Tahun 1945 yang berbunyi: Pemerintah daerah berhak 

menetapkanperaturan daerah dan peraturan-peraturan la{n untuk 

melaksanakan otonomi dan tug as pembantu.an. 
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B_4..B III 
KAJIAN TERH.A . .Di\P 

UJ\TD~l\.NG-UND~iliG N0)\10R 10 TAHUN 2004 TENTANG 
~EMBENTUKANPE~~~~1 PERUJ\~ANG-UND.l\.N~~ 

A. Pengantar 

Tidal< ada undang-undang yang tidak mengalami kendala dalam 

implementasi~ya, begitupula tidal< semua undang-undang yang telab dis~ahkaiJ 
diterima oleb semua pihal\ sehingga sangat mungkin sebuab produl< undang­

undarlg akan menimbulkan pro dan lcontra serta pada akhirnya mengalami 

perubahan atau bahkan penggantian dilcemudian hari. Garis sejarab telab 

nampalz menggambarkan babwa perubahan adalab sebuah lceniscayaan bagi 

semua bentulz peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi. 

Sebagru bahan kajian maka perlu diuraikan mengenai peraturan 

perundang-undangan pasca kemerdekaan yang mengalami pasang surut serta 

mengalami berbagai persoalan. Di zaman Hindia Belanda, bentuk-bentul< 

peraturan yang dikenal meliputi 5 tingkatan, yaitu: (I) Undang-Undang Dasar 

Kerajaan Belanda, (ii) Undang-Undang Belanda atau 'wet', (iii) Ordonantie yaitu 

peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur J enderal Hindia Belanda bersama­

sama dengan Dewan Rak-yat CVolksraad) eli Jakarta sesuai Titah Ratu Kerajaan 

Belanda di Den Haag, (jv) Regerings Verordening atau RV, yaitu Peraturan 

Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur J enderal untuk melaksanakan 

Undang-Undang atau 'wet', dan (v) Peraturan daerab swatantra ataupun daerab 

swapraja77. Setelah Indonesia merdeka mulai diperkenalkan bentuk-bentuk 

peraturan baru, tetapi dalarn prakteknya belurn teratur karena suasana belurn 

memungkinkan untuk menertibkan bentulz-bentul< peraturan yang dibuat. Di 

masa-masa awal kemerdekaan, kadang-kadang nota-nota dinas, maldumat, 

surat-surat edaran dan lain sebagainya diperlakukan sebagai peraturan yang 

seakan mengikat secara hulmrn. Bahkan, Wakil Presiden mengeluarkan 

Maldumat yang sangat terkena] yang isinya mernbatasi tugas dan fungsi Komite 

Nasiona] Indonesia Pusat (KNIP) yang l<etil\a itu sangat berperan sebagai 

lembaga legislatif, tetapi maldurnat itu dibuat tanpa nomor, sehingga .dik~.na,J _ 

77 Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di A bad Globalisasi, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1998, hlm. 54-55. 
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kernudian sebagaj Maldumat No.:X tertanggal 16 Oktober J9L!5· Bentul peraturan 

perundang-undangan yang dikenal dalam UUD 19LJ5 adalab Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah sebagaj , Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan 

Pemerintah. Dalam penjelasan -'juga disebutl(an babwa -uoo adalah ·bentu1c --­

konstitusi yang tertulis. Di samping yang tertulis itu masib ada pengertian 

konstitusi yang tidal.:: tertulis yang hidup dalam kesadaran hulcum masyarakat. 

Dalam Konstitusi JUS yang berlaku mulai tangga] 27 Desember J 949, bentul<- ·· · · ,,_ 

bentul.:: peraturan yang tegas disebut adalab Undang-Undang Federal, Undang­

Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Dalam konteks ini, Konstitusi 

diidentikkan dengan pengertian UUD. Sedangkan dalam UUDS yang berlaku 

mulai tanggal 17 Agustus 1950, penyebutannya berubab lagi menjadi Undang­

Undang, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan pemerintah. Dengan perkataan 

lain, dalam ketiga konstitusi ini, lcita mengenal adanya Undang-Undang .Dasar, 

Undang-Undang atau Undang-Undang Federal, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) atau Undang-Undang Darurat, dan Peraturan 

Pemerintah. 

Penyebutan hanya 3 atau 4 bentuk peraturan (termasuk UUD) tersebut 

dalam Undang-Undang Dasar bersifat enunsiatif dalam arti tidak menutup 

kemungkinan untuk mengatur bentuk-bentuk lain yang lebih rinci sesuai dengan 

kebutuhan. !<arena itu, setelah periode kembali lee UUD 1945, maka berdasarkan 

Surat Presiden No.2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1.959 yang ditujukan 

kepada Dewan Pe!ill'akilan Rakyat Gotong Royong, dinyatakan 'bah'l\'a di samping 

bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dipandang perlu 

dilceluarkan bentulc-bentulc peraturan yang lain, yaitu: 

1. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dela-it Presiden/Panglima Tertinggi 

AngkataD Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945. 

2. Peraturan Presiden, yaitu peraturan yang dili.eluarkan untuk melaksanakan 

penetapan Presiden, ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 

ayat (1) UUD 1945. 

3. Peraturan Pemerintah, yaitu untulc melaksanakan Peraturan Presiden, 

seh~ngga · berb(;!da pengertiamD!e . .;...Q.~:pg~:n __ Peraturan Pernerintah ·yang .. 

dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 19LJS. 
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4· Keputusan Presiden yang dimaksudkan untul.: rnelalcukan atau rneresmikan 

pengangkatan-pengangkatan. 

5· Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleb kementerian-

1(eineiiterian riega:ra-··ata..;;=D-lp~rtem-eri·:nepartemen :pemerinta:lia:!{ m:a.sii:ig­
masing untuk rnengatur sesuat~ hal dan untul\ rnelalcukan atau meresmikan 

pengangkatan-pengangkatan. 

Dala.rn-:susunan tersebut di atas, jelas terdapat kekacauan antara satu '"·' 

bentul< dengan bentul< peraturan yang lain. Bahkan, dalam praktek, bentuk yang 

paling banyak dikeluarkan adalah Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden 

yang menimbulkan ekses climana-mana. Kadang-kadang banyak materi yang 

seharusnya diatur dalam UU, justru diatur dengan Penetapan Presiden ataupun 

Peraturan Presiden. Yang lebib gawat lagi adalab banyalc di antara penetapan dan 

peraturan itu yang jelas-jelas menyimpang isinya dari amanat UUD 1945. Namun 

demikian, satu hal yang perlu dicatat clisini adalah bahwa antara penetapan yang 

bersifat administratif berupa pengangkatan-pengangkatan yang ber~i putusab.­

putusan yang bersifat 'beschikking' jelas dibedakan dari putusan yang berbentuk 

mengatur (regeling). Istilah Keputusan Presiden ataupun Keputusan Menteri 

secara kb.usus dikaitkan dengan jenis putusan yang bersifat administratif. 

Dalam rangka penataan kembali bentuk-bentuk peraturan perundang­

undangan tersebut dengan maksud mengadakan pemurnian terhadap 

pelaksanaan UUD 1945, maka pada tahun 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS 

No.XIXjMPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produl<-Produl< Legislatif 

Negara di Luar Produlc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidalc 

Sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS tersebut menugaskan Pemerintah 

untuk bersama-sama dengan DPR melaksanakan peninjauan kembaE prodlik­

produk legislatif, baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, 

Undang-Undang, ataupun Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang­

Undang. Untul( memberikan pedoman bagi tervvujudnya kepastian hukum dan 

keserasian hukurn serta kesatuan tafsir da11 pengertian mengenai Pancasila dan 

pelaksanaan UUD 1945 serta untul< mengakhirj ekses-ekses dan penyimpangan­

penyimpartgan"tetsebut di atas, ditetapkaii .pula::.suniber tertib hU:kum dan 1ata 

urut peraturan perundangan Republi1c Indonesia dalam Ketetapan MPRS No: 
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::>:X/MPRS/J966, yaitu tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib 

Hukum Republil: lndonesif:l dan Tata Urut PerundangarJ Republil; Indonesia. 

Di dalam Ketetapan Nu.}.::::X/MPRS/J966 tersebut, ditentukan bentul( 

peraturan dengan tata urut -sebit:ga:i· ·berilcut:·-cr5 Undang.:..::Undang Dasar_: ·(2~ ·-· 

Ketetapan MPR; (3) Undang-UrHJ.ang/Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) 

Keputusan Presiden; ( 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnyCJ seperti 

Peraturan Menteri,Jnstruksi Nlenteri, .dan lain-lain. Dalam praktek, tata uru1 dan 

penamaan bentul(-bentuk peraturan sebagaimam diatur dalarn Ketetapan 

tersebut, tidak sepenuhnya diikuti. Sebagai eontob di beberapa kementerian, 

digunakan istilab Peraturan Menteri, tetapi di beberapa kementeriaD lain11ya 

digunakan istilab Keputusan Menteri, padaha] isinya jelas-jelas memua1 materi­

materi yang mengatur kepentingan publil( seperti di lingkungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan rnengatur rnengenai penyelenggaraan pendidikan 

nasional, dan sebagainya. Di sarnping itu, untul( rnengatur secara bersama 

berkenaan dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen berkembang 

pula kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri. Padahal, bentuk 

Keputusan Bersama itu jelas tidak ada dasar hukumnya. Di pihak lain, 

berkembang pula kebutuhan di lingkungan instansi yang dipimpin oleh pejabat 

tinggi yang bukan berkedudukan sebagai Menteri untuk mengatur kepentingan 

publik yang bersangkut-paut dengan bidangnya, seperti misalnya Gubernur Bank 

Indonesia per]u membuat aturan-aturan berkenaan dengan dunia perbankan. 

Selama ini, dikembangkan kebiasaan untuk rnenerbitkan peraturan dalarn bentul< 

Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia yang juga jelas-jelas tidak mempunyai 

dasar hukum sarna selcali. Keganjilan-keganjilan yang sarna juga te:rjadi dalam 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden dalam bentulc Keputusan 

Presiden (Keppres). SepertJ tercermin dalam pendapat Hamid S. Attarnimi yang 

pernab lama bertugas sebagai \Vakil Sela-etaris Kabinet selama masa Orde 

Baru7B, Keputusan Presiden itu banyal< yang berisi mated pengaturan yang 

bersifat mandiri dalam arti tidal< dimaksudkan untuk melaksanakan ltetentuan 

Undang-Undang. Kebiasaa11 seperti llll didukung pula o]eb kenyataan, karena 

7B Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republil< lndonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita J - Pelita IV, Disertusi Doktor pada Fakultas Pasca 
Sa~jana Universitas Indonesia, J a):.arta, 1991. 
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berdasarkar1 UUD J 945 sebelum diadakan amandernen melalui Perubahan 

Pertama UUD, Presiden memang memegang kelmasaan mernbentul\ undang­

undang. Dengan perkataan Jain, Presiden itu selain sebagai eksekutif juga 

mempun~'ai l~edudukan sebagai 1egislatii. Dj samping itn, maten :rang diafur·::.:.::­

dalam Keputusan Presiden itu jugiJ tidal: dibedalaiJ sec:an jelas antari:l materi 

yang bersifat mengatur atau regulatif (re.geling) dengan materi yang bersifat 

penetapan administratifbias·a (bes~hi'l~k.ing) seperti misalnya Keputusan Presiden 

(Keppres) mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat, Keppres 

mengenaJ pembentukan panitia-panitia negara yang bersifat ad-lwc, dan 

sebagainya. Pembedaan antara kedua jenis keputusan itu selama ini hanya 

diadakan dalam pemberian nomor kode Keppres, sehingga bagi masyarakat 

umum, suht dibedakan mana yang bersifat mengatur (regeling) dan karena itu 

dapat disebut sebagai per-ATUR-an, dan mana yang bukan. Yang juga menjadi 

persoalan adalah mengenai kedudukan ketetapan MPR yang selama ini sudah 

banyal<: sekali jumlahnya. Apakah Ketetapan MPR itu termasuk peraturan atau 

bukan, karena isinya :Y..adang-kadang sama dengan Keputusan Presiden yang 

hanya bersifat _penetapan biasa. Sebagai contoh, Ketetapan MPR tentang 

pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, sifatnya sama dengan Keputusan 

Presiden yang ditetapkan untulz mengangkat atau mem.berhentikan pejabat 

sebagaimana disebut di atas. Lebih-lebih lagi, menjelang berlangsungnya Sidang 

Umum MPR pada bulan Nopember 1999 yang lalu, karena adanya kebutuhan 

untuk melakukan perubahan terhadap pasa1-pasa1 UUD 1945, timbul polemik 

mengenai bentulc hukum perubahan UUD itu sendiri. Jika perubahan itu 

dituangkan dalam bentuk Ketetapan I\1PR yang jelas ditentukan bahwa 

lcedudukannya berada di bawah UUD, maka akan timbu1 kekacauan dalam 

sisternati1ca berpikir menurut tata urut peraturan yang diatur menurut Ti'.Y 

MPRS No.XX.jMPRS/1966 tersebut. Bagaimana mungkin UUD yang Jebih tinggi 

diubab dengan peraturan yang lebih rendah. Karena itu, sebagai jalan keluar, 

telab disepakati bahwa bentuk bulmm perubaban itu dinamakan 'Perubahan 

UUD' sebagai nomenldatur baru yang tingkatnya sederajat dengan UUD. Karena 

itu, otomatis, l<.etentuan TAP MPRS No.XX/1966 Jersebut _tidal< dapat lagi 

:dipeitahankan dan . perlu segera diadakan pe11yempurnaan dalarn rang1ca 
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penataan lcembali sumber terrib hukum dan bentul\-bentul\ serta tata urut 

peraturan perundang-undangan Republil: IndoiJesia di masa yang akarJ datang. 

Kemudian dalam rangk~ pembaruan sistem peraturan perundang­

unciangan Sidang ·Tabunan M:PR Tabun .2000 menetapkan Ke1etaparJ 
' 

No.IIl/MPR/.2000 tentang Sumber Hulmm dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-Undangan yang dalam JJasa] 2 ditentukan babwa tata urutarJ 

peraturan perundang-undangan R~publil\ lnclbrj·esia adalab: (1) Undang-Undang 

Dasar J 9LJ5; (.2) Ketetapan MPR-Rl; (3) Undang-Undang; (4) Peraturan 

Pemerintab Pengganti Undang-Undang (Perpu); (5) PeraturaD Pemerintah; (6) 

Keputusan Presiden; (7) Peraturan Daerah. Perubahan ini kemudian membawa 

persoalan baru, khususnya mengenai kedudukan Perpu yang diletakkan dibawah 

Undang-Undang serta keberadaan Keputusan Presiden. Berbagai kalangan 

menilai bahwa materi muatan perpu adalah sama dengan materi muatan 

undang-undang yang membedakannya adalab kondisi darurat atau khusus pada 

pembuatan perpu sehingga pembentukannya hanya dilakukan oJeh presiden 

tanpa dilakukan pembahasan bersama dengan DPR seb.ingga kedudukan perpu 

seharusnya d.iletakkan bersamaan dengan undang-undang. Selain itu, suatu 

Perpu dalam kenyataannya suatu perpu dapat berisi ketentuan-ketentuan yang 

menunda, mengubah, bahkan mengesampingkan suatu Undang-Undang. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang telah disahlcan sejak 5 tahun lalu pada kenyataannya 

jauh dari sempurna dan kiranya perlu dilalrukan penyempurnaan sehingga 

nantinya materi muatan undang-undang tersebut dapat meminimalisir 

kekurangan-kekurangan di berbagai pasal-pasalnya. Sehingga perlu pengkajian 

yang mendalam agar ditemukan lzonsepsi yang lebib baik terkait dengan 

pembentukaD peraturan perundang-undanngan tersebut. Selain persoalan pro 

dan lcontra terhadap berbagai kelemahan dalam materi muatan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, muncul pula persoalan harmonisasi Undang­

UDdang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan setelalJ disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tabun 2009 tentang 

MPR; DPR;, 'DPD, DPRD yang substansiri)'a membav,,a lwnsel:::uensi per-tibahai'l·'; ., 

· atau penyesuaian 1erhadap materi muatan Undang"Undang Nomor no Talm11 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hal ini sesuai 
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dengan pnnsip perundang-undangan :vaitu lex posteriori derogate leg·i priori, 

dimana prinsip mi mens)'aratkan bahwa undang-undang yang baru 

mengenyampingkan undang-undang yang lama yang artinya bahwa Undang-

- -LhJdang.l~umor-lu 1'ahur1 ~004 1b.arus menyesuaikaiJ aan mense1aras1:arrmateri­

muatannya agar t1dal\ tumpang tindib atau bertentangan dengaD undang-undang 

lainnya. Karena pada dasarnyCJ pol1til1 hulmm pembaharuan peraturan 

perundang-undangarJ lata diarahkan menl!ju. unifikasi hukum yang barmonis 

dalam bingkai grand design, sehingga norma-normanya sudab seharusnya tidal< 

saling bertentangan bail sec;ara vertikal maupun horizontaL 

B. Permasalahan dalarn Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2.004 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 

Materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan 

dapat mengenai semua aspek kehidupan manusia baik dalam rangka kehidupan 

bernegara maupun kehidupan kemasyarakatan, baik dalam hubungan 

antarsesama warga negara, maupun dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara (hubungan pemerintah dengan warganegara dan antar alat 

kelengkapan negara) dapat diatur dalam suatu undang-undang. Undang-undang 

adalah kunci pokok dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan atas hukum.. 

Dengan demilcian ada yang berpendapat bahwa semua aspek kehidupan dapat 

diatur dengan undang-undang. Namun ada pendapat lain yang menyatakan 

bahwa materi muatan undang-undang tertentu lingkupnya. Undang-undang 

culmp mengatur pokolmya saja sedangkan rinciannya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendab oleh karenya materi muatan undang­

undang perlu ditentukan. Dengan diketahuinya materi muatan undang-undang 

maka seharusnya tidalc ter:jadi tumpang tindib pengaturan oleh berbagai jenis 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Materi yang diatur dalam setiap peraturan perundangan-undangan yang 

bail< sudab seharusnya sesuai dengan jenis dan bentul< peraturan perundang­

undangan, terutama jika diperi11tahkan oleh peraturan perundang-undangan 

.tingkat kbi.b -ting,gj ,atau sederaiat karena }(etidal< sesuaian bentul< -ini .. dapat · 
,, '···J ·•.1. .. ·' '"' •:; 

menja.di alasan· untul< membatalkan .:peratur.an ;perundang-undangan te:rs.ebut, .. :!:: • _,. · 

selain itu suatu undang-undang tidalc boleh mengandung kaidab yang 
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88. 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar demiban pulfl sampai pada 

perundang-undangan tingkat lebib bawah.7~ Dalam hubungan dengaD dasar 

yuridis ini. Soerjono Soekanto- Purnadi J'urbacaraka!J(, mencatat beberapa 

pendapat, ·ya1mf: --

1. Hans Kelsen berpendapat bahw<J setwp ka.idab hu1mm harm; berdasarkaD 

kaidab yang lebib tinggi tingkatannya. 

"2. W. Ze\,enbergen berpendapa1 bahwa setiap kaidab hukmil harus memenuhi 

syara1-syara1 pembentuldwnnya (op de vereischte wijze is tot stand 

gelwmen). 

3- Logemann rnenyatakan bahwa kaiciab bulcum mengikat kalau rnenunjuld<.an 

hubungan keharusan (hubungan memaksa) anatara suatu kondisi dan 

akibatnya (dwinged verband). 

Dalam upaya pembaruan bukum, perubahan dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menjadi agenda yang penting karena menyang1mt pada pembentukan norma 

perundang-unciangan yang juga akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Oleh karenanya kebijakan legislasi untUk merubah Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan lang1cah sistematis dalam rnembangun sistem hukurn nasionaL Ada 

beberapa hal rnendasar yang menjadi persoalan dan perlu untuk diubah dalam 

Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan: 

1. Dikturn Mengingat 

Pada diktum mengingat yang merupakan atribusi langsung dari 

konstltusi untuk menjadi landasan dibentuknya suatu peraturan 

perundang-undangan sehingga per]u dicantumlwn pasal-pasa] yang 

mengatribusi tersebut. Karena tanpa landasan atau dasar yuridis yang 

jelas suatu peraturan perundang-undangan akan batal demi bulmm ata u 

dapat·dibatalkan. Menurut Bagir NI:ananBJ, dasar yuridis inj sanga1 penting 

'i913.agi;r M:anai(Ibid, hlrn 14-15 ,,, : ,. · · 
Bu Soerjono Soekanto, et.aL, Periha/ Kaidah Hulcum, Citra Aditya Bakti, Bandung, JSJ89, hlm. 

lh Bagir Manan, Dasar-Dosar ... , Loc.,Cit. 

44 

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM 



56

da:am pembuatan peraturan perundang-undangarJ l<.arena al:.an 

menunj ul:kan: 

a. Keharusan adanya ke'~'enangan dari pembuai peraturaiJ perur.~.dang­

undangan. Setiap pera'i:hran perundang-undangan harus dibua't oleh 

badaD atau pejabai yang berwenang. 

b. Keharusan adanya kesesuaian bentul; atau jeni.s peraturan perundang­

undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan 

oleb peraturan perundang-undangan tingkat lebib tinggi atau 

sederc\iat. 

c. Keharusan mengikukti tata c:ara tertentu. Apabila tata cara tersebut 

tidal( diilmti, peraturan perundang-undangan mungkin bata1 demi 

hukurn atau tidal\ /belurn mempunyai kekuatan hukurn mengikat. 

d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh 

mengandung kaidab yang bertentangan dengan UUD. Demildan pula 

seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
bawah. 

Seiring dengan perubahan UUD NRJ Tahun 1945, diktum 

mengingat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencantum.kan beberapa 

pasa1 dalam UUD NRJ Tab un 1945 :rang memberikan kewenangan 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal-pasa1 yang 

dicantumkan dalam d.iktum mengingat yakni: 

a. PasaJ 20, yang rnengatur mengenai kewenangan DPR untuk 

membentulc undang-undang, serta pembahasan bersama antara DPR 

dan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 

b. Pasal 20A ayat (1), yang mengatur mengenai tiga fungsi yang dimilild 

DPR yalmi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; 

c. Pasal 21, yang mengatur mengenai hale anggota DPR untul< 

mengajukan usul rancangan undang-undang; 

d. Pasal 22A, mengenai atribusi 1angsung mengenai pembentukan suatu 

undang-undang yang rnengatur mengenai tata cara pembentukan ,, 

peraturan perundang-undangan 
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Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya rnengalwmudir 

kewena.ngan DPR maupun PresideD dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan dan belum meneakup kewenangan legislasi yang 

dimiliki .o1eb DPD :seria J>emerl.ntanan .-daen:ih. Sebagillrnana .diketahui 

babwa dalam Yasal 22D aya1 (1) dan ayat (2) UUD NRJ Tahun J 945 diatur 

pula bab·wa DPD dapa1 mengajukan raneanga.n undang-undang yang 

· · -- ·berkaitan dengan otonorni daerah, hubungan pusat- dan da-erah, '1 • 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, penge1olaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republilc Indonesia 

yang pelakasanaannya dilakukan melalu1 sistem desentralisasi, yaitu 

dengan pembagian daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. 

Pernerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.B2 Pemerintahan daerah (provin.si, Kabupaten dan Kota), 

berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanalan otonorrti dan 

tugas pembantuan.B3 Dengan demikian, menjadi sebuab keharusnya untuk 

dicantumkannya ketentuan tersebut dalam diktum mengingat sebagai 

sebuah konsekuensi hukum terhadap atribusi langsung yang ditentukan 

dalarn konstitusi. 

2. Kedudukan lJLJD NRJ Tahun 1945 

Setiap negara pastilah memiliki lwnstitusi, baik tertulis maupm1 

tidal{ tertulis dan merupakan norma hukum tertinggi dari hierarld 

peraturan perundnag-undangan. UUD NRJ Tahun 1945 merupakan 

konstitusi negara yang secara forma} merupal(an dolcumen resmj 

konstitusi yang ada dan satu-satunya yang berlalm. UUD NRJ Tahun 1945 

sebagai konstitus} tertulis secara garis besar hanya memuat pokol<-pokok 

lm]mm yang fundamental yang berisi semua asas bernegara sehingga 

memudahkan pemahaman dan- .;;penafsiran bagi perumusa11 dan· 

.·.· 

s, Pasal J ayat (1) jo Pasal18 ayat (1), ayat (2) UUD NRJ Tahun 1945. 
8~ Pasal18 aya1 (6) UUD NRI Tahun 1945. 
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pembentukan peraturan pemndang-undangan di ba-vvahnya selain itu 

UUD NRJ Tabun J 9LJ5 m~maparlcar1 kerangka dan tugas-tuga.s polcok dari 

badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokol\-pokok 

cara kerja badar1-badan tersebuts'1. 

UUD NRJ Tahun J 945 sebagai hukum dasar sifatnya singkat, padat, 

tegas dan supel yang membawa malmB babv.,·a konsbtusi negara tidal; kaku 

dan rigid"1erhadap suatu perubahan, artinya kristalisasi pasal-pasaJ yang 

ada di dalam UUD NRJ Tahun 1945 bukan berarti membalcukan malma 

dan menyudahinya sehingga penyelenggara negara akhirnya terjebalc 

dalam kemapanan klasik. Sifa1 UUD NRJ Tahun 1945 sebagaj hulcum 

dasar yang supel darJ singkat adalab sebagai berilcut1ls: 

a. UUD NRJ Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis memilild 

rumusan yangjelas dan tegas; 

b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum posjtif yang mengikat bagi 

penyelenggara pemerintahan dan negara serta bagi kehidupan \•varga 

negara; 

c. UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok yang antisipatif 

terhadap perkembangan jaman menerima perubahan atas dasar 

tuntutan rakyat dan demokrasi di era modern; 

d. UUD NRI Tahun 1945 adalah muatan normatifbagi proses pelalcsanaan 

konstitusionalisasi pemerintab penyelenggara negara; 

e. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan dasar hukum. Oleb 

karena itu berkedudukan sebagai landasan yuridis tertinggi bagi 

peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan perundang­

undangan yang akan dan sudab dibentul serta ditetapkan bertitik tolal< 

dari Undang-Undang Dasar 1945. 

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hulmm dasar dalam sistern 

ketatanegaraan I11donesia, sehingga penempatannya dalarn hierarld1i 

peraturan perundang-undangan berada paling atas. Hal inj sebenarnya 

telalJ diakomodir dalarn Undang-Undang Nom or 10 tahun 2004 ten tang 

·· Peni.'bertltikan Peratura11 Perlind·a'i.Jg-undangan, namun peneii1patan UUD 

84 Ibid, hlm. 253. 
85 Ibid, hlm. 254. 

47 

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM 



59

NRJ Tahun J 945 sebagai hukum dasar dalam sistem },etaianegaraan 

Indonesia bukanlab tanpa pro dan kontra. Berbagai pihal: menyatakaD 

babwa pada dasarnya ke~eradaan UUD NP.J Tahun 1945 sebagai hukum 
- --·· -- ---- - ·-· - - -·-- ---·--

dasar justru membawa 1cori$e1meiisi pada leberadaannya dalam 'hierarlzhi 

peraturan perundang-un dangan, berbagai pihal< rnenilai UUD l\JRJ Tabun 

J 94 5 tidal: seharusnya ditempatkan dalam hierarkhi peraturan perundang­

undangan karena kedudukannya merupakan hukum dasar dalam sistern " · 

ketatanegaraan I11donesia. 

Namun jika dikaji lebib dalam, penempatan DUD NRJ Tahun 1945 

sebagru hukurn dasar dan dikuatkan lagi dengan rnenempatkannya ill 

posisi tertinggi dalam hierarlci peratura.IJ perundangan-undangan adalab 

tepat karena UUD NRJ Tahun 1945 memuat materi hukum yang urnum, 

pokok dan fundamental, sedangkan pengkhususan atau pelaksanannya 

dapat diatur dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, yang lebib 

mudah diubah sesuai dengan kebutuhan. Karena itulab UUD NRl Tahun 

1945 yang hanya memuat hal-hal bersifat mendasar merupakan undang­

undang yang tertinggi d.i dalam negara. UUD NRl Tahun 1945 itu adalah 

undang-undang yang menjadi dasar dari segala undang-undang dalam 

negara.B6 Selain itu jika dilihat dalam logika hukum, penempatan UUD 

NRJ Tahun 1945 dalam hierarki peraturan perundangan-undangan adalah 

tepat karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang akan 

menjadi patokan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya yakni 

undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 

Peraturan Daerah, hal ini menjaru sinlaon karena secara konstitusional 

semua peraturan perundangan-undangan di ba"\1\rah UUD NRJ Tahun 1945 

tidal< boleh bertentangan dan merupakan terjemahan lebih lanjut dari 

pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga tepat jika UUD NRI 

Tahun 1945 ditempatkan dalam posisi tertinggi hierarki peraturan 

perundang-undangan yang bermalma bahi'l'a UUD NRJ Tahun 1945 

sebagai tolak ukur dari semua peraturan perundang-undangan. Selain itu 

penempatan UUD NRJ Tabun · J 945 .. dalam posisi tertinggj hiert;J.rla 

Bo Kusumadi Padjosewojo, Pedoman Pelajaran Tala 1-Jukum Indonesia, Cet.VJI, Sinar 
Grafika, Jakarta,1993, blm. 83. 
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perundang-undangan adalab 1erkai1 kedudukannya sebagaJ dasar atau 

landasan dalam hal pengujian konstitusonalitas ma1eri suatu peraturan 

perundang-undangan yang berada eli bawab UTJD NEJ Tahun J 945· 

Selain permasalab~lirf 1ceduoukan -uuD NRJ Ta:b.u:ii -1945, persoalan· 

yang terkait dengan keberadaan UUD NIU Talmn 19L!5 dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 10 Tabun 20cu; tentang Pembentukl<.an Peraturan 

Perundang-u;ndangan .yaitu be:;.rkaitan dengan ketentuan Pasal 4 :vang 

berbunj~ sebagai berikut: ''Peraturan Perundang-undangan yang diatur 

lebih lanfut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan 

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya". Ketentuan ini bermaksud 

memberika.n pemahaman balnva Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentuldwn Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur 

lebih lanjut tentang UUD NRI Tahun 1945- Namun jika melihat pada 

ketentuan Pasa] 3 dan Pasa1 7 ayat (1) UU ini yang didalamnya mengatur 

mengenai kedudukan UUD NPJ Tahun 1945, penernpatan serta 

pengundangannya, maka ketentuan dalam Pasal4 tersebut terpatahkan dan 

tidak sinkron dengan ketentuan Pasal-pasa1 lainnya. Sehingga ketentuan ini 

perlu dikaji kembali apakab ketentuan dalam Pasa1 4 tersebut harus tetap 

diadakan atau tidak. Hal ini pun menjadi perhatian para ahli hulcurn yang 

mengemukakan pendapatnya seperti Prof. Laica Marzuki yang menyatalcan 

bahwa ketentuan PasaJ 4 sebailmya dihapus saja karena tidal< sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004. 

3. Hierarki peraturan Perundang-undangan 

Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasa] 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan pengaturan ini 

mengundang perdebatan yang cukup panjang. Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukkan Peraturan peruDdang-undangan bahwa jenis dan hierarlchi 

Peraturan perundang-undangan adalab sebagai berilmt: 

a. UndaDg-Undang Dasar Neg-ara-Repu}:>lil\ Indor_!:C:.~ia Tahun.J945; 

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 
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d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan daerah. 

Hierark:i tersebut di: atas membawa banyal1 konsekuensi terhadap 

£istem J<.-etatanegaraarJ 1.ndonersia:- Penempatan ·- :ieriis ·peratura·n 

perundang-undangan yang diatur dalam pasaJ 7 ayat (1) tersebut 

membawa perubahan yang sangat 1crusial dan sangat berbeda dengan 

ketentuan hierarlchi·'yang diatn-r dala:m Tap MPR No.Ul/MPR/2000. 

Beberapa permasalahan yang kemudian timbuJ karena ketentuan PasaJ 7 

ayat (1) tersebut adalab sebagai berikut: 

a. Kedudukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerab termasuk dalam 

hierarlchi peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang­

undan_g. Perda yang dimaksud dibagj dalam tiga jenis, yalmi: peraturan 

daerab provinsi, peraturan daerah kabupaten/lmta, dan peraturan 

desa. Persoalan yang diperdebatkan berilcutnya adalah, apakab ketiga 

jenis perda tersebut kedudukannya berjenjang berdasarkan lingkup 

berlaku.nya? Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan tid.ak diatur dengan 

jelas bagaimana kedudukan ketiganya. Selain itu kedudukan peraturan 

daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya 

berada dibawah undang-undang, jilrn dikaitkan dengan kompetensi 

Mahkamah Agung, maka pengujian terhadapa konstitusionalitas 

peraturan daerah menj adi kewenang mahkam.ah Agung. Peraturan 

daerah adalab peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD yang berfu.ngsi 

untul< rnenyelenggaralcan otonorn daerah, tugas pembantuan, 

menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan diatasnya. Pengertian ini berbeda 

dengan ketentuan yang telah ada dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang­

unclangan yang hanya melihat dari· sisi institusi pemerintahan mana 

·yang berwena11g rnembentukPerda·.-a,.. · ... · - -

B7 Pasal J butir 7Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 

so 
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b. Delegasi mengenai pengaturan PeraturarJ Desa dan Peraturan Kepala 

desa. Desa merupakan self governing communityBt; yang memiliki 

kekhasan dalam p~merintahannya, karena berbeda dengan 

pemerintahaii·- propin81·: m~:Upilli .::-fabirpirtih~::-·u1e.li .. l~rena itu- ·s.ud.Eili -. 
I 

seharusnya pengaturan' yang berkaitan dengan desa me:n"dapatkan 

tempat tersendiri atau diatur dalam suatu undang-undang yang k.husus 

tersendiri untul< mengakomodir h~J.::haJ yEfhg memang ldmsus dan 

berbeda dengan karakteristil< pemerintahan propms1 maupun 

pemerintahan kabupaten. J(arena desa merupakan miniatur dari 

pemerintahan negara yang telah eksis s~jalc sebelum Indonesia 

terbentul< sebagaj suatu negara kesatuan republil< Indonesia. 

Keberadaan desa atau nama lainnya di Indonesia hendalcnya 

mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam komunitas desa atau 

nama lainnya berkembang pola kehidupan dan pola pemerintahan 

yang masing-masing berbeda d.i tiap Vlril.ayah tergantung pada 

pengaruh adat dan kebiasaan di wilayah desa tersebut. Di desa, pola­

pola demokrasi telah dilaksanakan sejak lama dan me~pakan cikal­

bakal pola demokrasi di Indonesia dewasa ini. Pola demokrasi ini 

terlihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dipilih langsung 

oleh masyarakat desa serta adanya badan pe:rvvak.ilan masyarakat desa 

yang dikenal dengan nama rembug desa atau rapat desa atau nama 

lainnya yang me\'l'aki.li suara masyarakat des a dalam j alannya 

pemerintahan desa yang saat ini di kenal dengan nama badan 

permusyawaratan desa. Begitupula dengan pengaturan dan tata cara 

pembentukan Peraturan Desayang dibuat bersama an tara Kepala Desa 

dengan badan permusyawaratan desa atau nama lainnya yang 

dilakukan melalui mekanisme yang memang hampir mirip dengan 

mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya hanya 

saja jika di desa nuansa musyawarah sangat kental dan lingkupnya 

lebih }{ecil. Pada dasarnya penempatan Peraturan Desa sebagaj bagian 

da:ri Peraturan daerah ·yang terrrtasuli. dalam ketentuan hierarlclu"'~~;-,_ 

peratura11 perundang-undangan membawa konse)mensj hukum baru, 

'111 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Cetakan pertama, Des a, PN Balai Pust.al\.a, .Jakarta, 1984. 
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l:hususnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk 

melalmkan judicial review terhadap perundang-undangan di bawah 

undang-undang. Deng~n ditempatkanD)'a perdes dalarn hierarkhi 

peraturan p.erundang:.!lindangan dibiwab .- ·urldang=:-uiYda.D{--iTI:cilca 
t 

judicial review lerhadap Perdes menjadi kompei.ensi Mahkarnab 

Agung, dan hal ini bisa mengakibatkan penumpulclwn perkara di 

Mahakamab Agung jika rnengingai jumlab desa yang ada di selurub 

v,.J.layab Indonesia. Selain itu ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang­

Undang 10 Tabun 200LJ tent<mg Pembentukkar1 Peraturan Perundang­

undangan ini jika dihadapkan dengan l(etentuan Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 200LJ tentang Pernerintahan Daerab 

terjadi ketidaksinkronan norma, karena dalam ketentuan Pasal1 angka 

10 Undang-Undang 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerab 

ditentukan bahwa Peraturan Daerab adalab peraturan daerab provinsi 

dan/ a tau peraturan kabupaten/kota. Dalarn ketentuan tersebut 

ditentukan secara eksplisit bahwa peraturan desa tidak termasuk 

sebagai yang dimaksud dengan Peraturan Daerah. Sehingga ketentuan 

dalarn Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus ditegaskan kembali bahwa 

karena kekhassan dan besarnya pengaruh hukurn adat, ketentuan yang 

menyanglcut mengenai pemerintahan desa khususnya terkait dengan 

peraturan desa dan peraturan kepala desa perlu diatur dengan undang­

undang tersendiri. 

4. Materi Muatan Undang-Undang 

Ada banyal< pendapat mengenai apa yang menjadi materi muatan 

suatu undang-undang, karena suatu undang-undang adalab kunci pokol< 

dalarn pelaJ.r..sanaan pemerintahan berdasarkan atas hulmm. Sehingga ada 

yang menyatakan babwa luas linglmp materi muatan suatu undang­

undaiJg sepenuhnya tergantung pada pemebntuk undang-undang dan 

ap.abila pembentul< undang-undang menghendaki agar suatu hal diatW:~ -···~, 

dengan undang-undang maka bdal< ada halangannya 8 9. Mesldpun 

89 Joeniarto, Selayang Pandang 1entang Sumber Hukum Tala Negara Indonesia, Cet. 
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demildan pada dasarnya materi muatan undang-undang ada dua yaitu 

yang d1sebu1 dalam Undang-Undang Dasar babwa materi tersebu1 harus 

diatur dengan Undang-U?dang, dan hal-hal lain yang oleb pembentul< 

·uitdang-.u:n.tlang per1u di?Jilr dengan unaan-g-undang9°. Menu:rul: Bagir 

Manan ada empat hal yang menjadi ul:uran untul: menetapkan materi 

muatan undang-undang, yaitu: 

a. Materi yang ditetapkan dalam UUD Nlli Tahun 1945 harus diatur 

dengan undang-undang; 

b. Materi yang oleb undang-undang terdahulu akan dibentuk dengan 

undang-undang; 

c. Undang-undang dibentul< dalarn rangka mencabut atau menambah 

undang-undang yang sudab ada. Hal ini didasarkan pada prinsip, suatu 

peraturan perundang-nndangan hanya dapat dicabut atau diubab oleb 

peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi 

tingkatannya; 

d. Undang-undang dibentuk };.arena menyangkut hal-hal yang berkaitan 

dengan hak-halc dasar atau hak asasi manusia. Jadi, materi muatan 

undang-undang adalab hal-hal yang menyangkut hak asasi man usia. 

e. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang 

banyak. Apabila suatu kaidah ak.an merrimbulkan beban atau 

kewajiban kepada rakyat banyak maka harus diatur dengan undang­

undang. Masulc ke dalarn kategori ini ketentuan-ketentuan mengenai 

pungutan seperti pajak atau retribusi atau hal-hal lain yang 

menimbulkan beban terhadap anggota masyarakat91 . 

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip 

dalam Rosjidi RanggaYiri.djadja,92 butir-butir materi muatan undang­

undang di Indonesia yaitu: 

a. Yang tegas-tegas diperintahkan oleb UUD 1945; 

b. Yang mengatur lebib lanjut ketentuan UUD 1945; 

Kedua, LibertY, Yogya1z.!'!.r.tg, J980, hhn. 106c107.· _ 
9° A Hamid. S. Attamimi, Peronon ... Op.,Cit.., hlm. 209. 

·9' Bag'ir Manai1, Dasar-Dasar Pe1·undangan Indonesia, Penerbit IND-'HILLOO, Jakarta, 
1992, hlm. 37-41. 

9• Rosjidi Ranggawidjadj a, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Man dar Maj u, 
Bandung, 1998, hlm. 60-61. 
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c. Yang mengatur hal\-hal asasi manusia; 

d. Yang mengatur hal: dan }(e\'l'ajiban warganegara; 

e. Yang mengatur pembagian kelmasaaiJ negara; 

-f. Yang mengatur organis=a.Si po1wlz-1erribaga-1en1baga tinggi negara; 

g. Yang mengatur pembagiaiJ ·wilayah/ daerah; 

h. Yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/ kehilangan 

kewarganegaraan; 

1. Yang dinyatakan olel1 suatu undang-undang untul( diatur dengan 

undang-undang. 

Namun pada dasarnya materi muatan suatu undang-undang akan 

mengandung tiga unsur utama, yalmi perintah, larangan dan suatu 

keharusan yang dapat diter:iemahkan kedalarn berbagai materi muatan. 

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentulrnn bahwa suatu 

undang-undang harus memuat hal-hal sebagai berilcut: 

1. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRJ Tahun 1945 yang meliputi: 

a. Hale-hale asasi manusia; 

b. Hale dan kewajiban l•varga negara; 

c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian 

kekuasaan negara; 

d. VITilayah negara dan pembagian daerah; 

e. Keuangan negara; 

2. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 

Undang-Undang, 

Ketentuan mengenai materi rnuatan tersebui diatas sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peratura11 Perundang-undangan secara umurn telah 

memberilan ruang pada kreatifitas pembentul( undang-undang untul< 

membentul< da11 menetap]can suatu unda11g-undang namun tetap pada 

koridor materi yang telab ditetapkaD dalam Undang-Undang ini. Namun 

dengan l;>anyakny? penya1ah:g;unaan tugas dan kewenangan yang dilakukan 

penyelenggara n.egara maka perlu dicantumkaiJ dalam ketentuan tersebut ··>''' ,>,;~:-'; · 

diatas babwa mater} muatan suatu undang-undang harus memuat 
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mengenai tugas dan kewenangan penyelenggara negara. Sehingga dengan 

diatumya ketentuan tersebut sebagai materi muatan suatu undang­

undang akan memberikan limitasi yang tegas mengenai tugas dan 

kewenangan 'penye1enggarj3 iiegara dan sebagai upaya . pre,ientif dari 

detournement de puuoir ata11 penyalahgunaan wewenaTJg. 

Selain ketentuan tersebut diatas, berkaitan dengan kondisi 

linglcungan global yang semalcin menurun dewasa ini, Indonesia sebagai 

salab satu negara di dunia dengan kekayaaiJ sumberdaya alarn yang sangai 

melimpa.b sudab semestinya mengatur pemanfaatan, penge1olaan serta 

perlindungan sumberdaya alam sebagai benh1k partisipasj dalam menjaga 

keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Apalagi Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara sangat rentan 

dengan bencana alarn93, dengan lcondisi yang demilcian, jika terjarn 

perubaban keseimbangan alarn di dunia dapat beraldbat fatal bagi 

Indonesia sehingga sudah seharusnya pemikiran mengenai perlindungan 

sumber daya alam memasuk.i ranab kebijakan yang mesti dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi salab 

satu yang disyaratkan sebagai materi muatan dalam suatu undang­

undang. 

Selain itu, mengingat pentingnya perga ulan internasional 

sebagaimana dituangkan pula dalam pembukaan UUD 1945 bahwa 

Indonesia harus berperan aktif dalarn pergaulan dunia maka tidak dapat 

dihindari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional serta 

ter:jalinnya perjanjian kerjasama dengan negara lain dan tentu saja akan 

berpengaruh juga dengan kebijakan nasional karena suatu perjanjian 

internasional yang diratifikasi o1eb Indonesia atau secara otomatis 

berlalcu bagi negara-negara anggota perlu dituangkan dalam kebijakan 

hulcum nasional. Ha1 inj tentu saja harus mendapatkan perhatian bagj 

pembentul< undang-undang, karena norma-norma yang dialdbatkan 

karena pengesahan suatu peJ]allJlan internasional tertentu harus 

diterjemahkan dalam nonba··lm:kum' tertentu ~yakni undang-undang (ha] 

93 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution;Nuansa Hiiau Undang-Undang Dasar Negaro 
Republik Jndonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, 2009, hlm. 3-
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ini terkait dengan daya rnengikai }(eberlakuannya) dan disesuaikaD dengan 

kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Dil~arenakan al::ibat lmkum 

yang al,an rnenyertai . keberlalmaD suatu pengesahan per:janjian 

irrternasional maka rnenjcidi suatu .:.keharusan ·11ru ~ini men]adi sala:b satu 

materi muataiJ :yang haru.s diatur dalam undang-undang. 

5:. Ketentua.IJ. Pidan<:~ sebaga.l Materi Muatan Peraturan Daerab .r· '·' 

Ketentuan pidana sebagaimana ditentukaD oleb Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan bahwa hanya merupakan materi muatan dalam undang-undang 

dan Perda. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleb adanya pendapat yang 

menyatakan bahwa suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam sebuab 

produk hukum pada dasarnya akan mengalcibatkan adanya pencabutan 

hak dan atau kebebasan seseorang, sehingga suatu ketentuan pidana yang 

akan menjadi materi rnuatan suatu produk hukum harus melalui 

persetujuan dari rakyat sehingga hanya Undang-Undang dan Peraturan 

Daerah yang dibuat o1eb Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat 

bersama dengan Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai wakil ral.yat bersama dengan Pemerintah Daerab yang dapat 

memuat ketentuan pidana. Namun menjadi persoalan jika dikaitkan 

dengan jenis Peraturan Daerah yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan yang terdiri dari: 

a. Peraturan Daerab Propinsi yang dibentul< oleh Dewan pervvalcilan 

Rakyat Daerab Propinsi bersama dengan Pemerintah Daerah; 

b. PeraturaD Daerab Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

c. Peraturan Desa atau nama lai1mya yang dibentu1< oJeh Badan 

Permusya·waratan Desa atali nama lainnya bersama dengan Kepala 

Desa atau nama lainnya. 

Ketentuan ini perlu penegasan kembali l<.etentuan pidana yang 

mana yang dapat diatur melalui Peraturan Daerah? Apakah mungkin 
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materi rnuatan Peraturan Daerab mengatur mengenai ketentuan pidana 

penjara atau kurungan atauka.b hanyL~ sebatas pjdana. Permasalahan akan 

muncul jika dikaji lebih lanju1 mengenai Peraturan Desa atau nama 

lai:nnya, karena pada dasarnya norma )'ang ada dilam sebuab Peraturan 

Desa atau nama lainnya adalab tentang },earifan lokal serta sendi-.sendi 

berkehidupan di desa atau mencalmp ketentuan-ketentuan hukum adat 

yang diakomodir dalam pernerintahan desa. Ketentuan Perdes pada 

dasarnya juga memuat ketentuan mengenai suatu sanksi namun tidal< 

mengatur mengenai ketentuan pidana karena pada tataran pralctisnya 

sanksi yang diberlakukan didesa adalab sanksi mora) yang menimbulkan 

beban psikologis dan bersifai lebib edukatif bukan sanl(Si yang mengarab 

kepada ketentuan pidana. Sehingga menjadi persoalan jil<.a suatu 

Peraturan Desa nantinya terdapat norma hukurn yang mengatur mengenai 

ketentuan pidana karena bisa tidal< bersesuaian dengan kearifan -lokal 

yang hendak dijaga dan dilestarikan dalam sendi kehidupan d..i desa. Oleh 

karena itu perlu dilakukan limitasi mengenai Peraturan Daerah yang 

memuat materj ketentuan pidana yalmi hanya Peraturan Daerah Propinsi 

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Perubal1an kebijakan PROLEGNAS dan PROLEGDA 

Sebagai upaya pembentulcan hukurn yang sistematis maka dalarn 

penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan perencanaan 

penyusunan Undang-Undang dalarn suatu Program Legislasi baik 

NasionaJ maupun Daerah yang dilalcsanakan oleh Dewan Pervvakilan 

Rakyat bersarna Pemerintab serta oleb Dew.an Pervvakilan Ralcyat Daerab 

bersama Pemerintab Daerah. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimuat 

mengenai kebijal(aJJ Prolegnas serta Prolegda, namum ketentuan ini 

belum menjelaskan bagaimana merencanakan serta menyusun prioritas 

suatu undang-undang secara garis besarnya selain itu pengaturan 

mengenai hal ini belum mengakomodir _ dan be'lum sinkron denga:ri 

peraturan perundang-undangan lainnya )rang mengatur mengenai proses · 

perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 
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diperjela.s bagaimana lconsepsi yang hendal: diatur arahnya dalam undang­

undang ini. Hal-hal yang sebailmy.a juga diakorrwdir dalam lcetentuan 

undang-undang Nomor 10. tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturaD 

Perundang-undangan yalmi bagairnana mekanisme urnurn da1arn 

penyusunan dan penetap.an Prolegnas, per)u juga dicantumkan apa 

sajakab yang menjadi dasar dalarn penyusunan daftar priorhas sehingga 

kemudian dapat ditentulan prioritas untulz jangka Panjang, jangka 

menengab dan prioritas tahunannya. Begitupula di daerah, program 

prioritas yang akan ditetapkan di daerab pun garis besarnya harus 

diakomodir dalarn Undang-Undang ini, mengingat ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPR menentul.an 

babwa dalarn penyusunan dan penetapan program Jegislasi daerab 

dilalmkan pembahasan oleb DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah 

agar dapat disusun program prioritas yang terencana, terpadu dan 

sistematis sehingga perlu dilakulcan harmonisasi antara ketentuan 

tersebut dengan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undnag Nomor 

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. 

7· Keb\iakan tentang Administrasi Pengundangan 

Setelah suatu rancangan peraturan perundang-undangan melalui 

proses pembentukkan dan pembahasan bersama antara DPR dan 

Presiden, dan akan ditetapkaD sebagai undang-undang maka prosedur 

selanjutn:ya sebagaimana diatur oleh UUD 1945 maka dilakukan 

pengundangan dalarn Lernbaran Negara dan disosialisasikan melalui 

berbagai media agar dilcetahui oleh semua lapisan masyarakat. Mengenai 

perintah pengundangan dirumuskan di Bagian Penutup Undang-Undang 

yang perumusannya sebagai berikut "Agar setiap ora~1g mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Undang-Undang 1111 dengan 

penernpatannya dalarn Lembaran Negara Republilz Indonesia." Menurut 

Soehino94, pengundangan suatu undang-undang rnengandung beberapa 

. unsur, yalmi: . ,·:-~ 

.: .. 

94 Soebino, Hulcum Tata Negara; Telcnik Perundang-Undangan, BPFE, Yogyakarta, 2006, 

hlm. 37-38. 
sB 
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a. pelaksanaan pertama undang-undang yang bersangkutan, yang 

dilal:.sanal(an adalab perintah pengundangan undang-undang yang 

bersangkutan yang dirumuskan di Bagian Penutup undang-uDdnag 

yang:bersangkutan-; 

b. salab satu syara1 untul( 'sahnya su1:1tu produl yang merupakan basil 

karya badan pembentul\ undang-undang supaya secara formaJ sab 

berbentul( undang-undar1g, 'dt·samping dua syarat laim1ya: (1). Tata 

cara pembentukannya harus melalui tata cara yang telah ditentukan, 

sejal.: mempersiapkan rancangan undang-undang di DPR Rl, dan 

pengesahan ranc.:angan undang-undang menjadi undang-undang. (2). 

Dituangkan da1arn bentul: forma] yang telah ditentukan. 

c. Syarat agar undng-undang itu memilild kekuatan mengikat , di 

samping dua kekuatan lainnya, yaitu: (1) lcelcuatan hukum, dan (2) 

kekuatan berlaku. 

d. Kekuatan hukum dimiliki oleh suatu und.ang-undang setelah 

rancangan d.ibahas d.i DPR Rl oleh DPR Rl bersama dengan Presiden 

Rl yang kemud.ian d.isahkan menjad.i undang-und.ang oleh Presiden RI 

dengan membubuhkan tanda tangan; Kekuatan mengikat dimilild oleh 

suatu undang-undang pada saat atau bersamaan dengan 

pengundangan undang-undang dengan penempatannya dalam LN RI; 

Kekuatan berlaku dimiliki oleh suatu undang-undang itu dinyatakan 

mulai berlaku. 

e. Penyebarluasan undang-undang agar setiap orang mengetahuinya. Hal 

ini merupakan suatu fiksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui 

undang-undang yang telah diundangkan. Dikatalc.an merupakan suatu 

fiksi karena secara rii1 atau kenyataannya tidaklah demilcian, tidak 

semua orang mengetahui undang-undang walaupun telah 

diundangkan. Hal tersebut merupakan maksud pengundangan 

undang-undang dengan penempatannya dalam LN Rl. 

Terkait dengan pengundangan suatu undang-undang yang 

dilalcu1<aD dengan tata cara dan bentul< hu1mm atau ltetentuan· yang 

ber]aku mengandung dua aspek, yalmi: 
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a. Aspel yurid.is, yaitu pengundangan mempunyai akibat hukum dan 

mempunyai li.ekuatan mengikat sehingga kepada orang yang 

melanggarnya akan ditu:ntut di muka pengadilan. 

b. Aspel~ ·.publikasi, · yalt~·i pengumuman yan~ ·bersifa1 memp~r1uas, 

mempercepat dan memp'erlancar penyebarluasan undang-undang yang 

dikeluarkan, sehingga masyarakat segera dapat mengetahu.i dan 

jangkauannya akan lebib Juas95. 

Terkait dengan Penjelasan suatu Undang-Undang, 

pengundangannya d.ilakukan dalam Tambahan Lembaran Negara yang 

terpisab darj batang tubuh Undang-Undang d.imaksud. Penempatan 

terpisah ini pada dasarnya d.isebabkan oleh kebiasaan yang dimulai darj 

jaman Hind.ia Belanda, pada masa itu naskah 'wet' dan 'ordonantie' 

ditempatkan dalam staatsblad sedangkan penjelasannya dalam 'memorie 

van toelichting' yang terpisah96. Sedangkan harus d.ipahami bahwa 

keberadaan suatu penjelasan dalam suatu peraturan perundang-und.an.gan 

haruslah dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahka.n.. Naskah 

penjelasan merupakan bagian utuh dari suatu .naskah peraturan 

perundang-undangan terlepas dari perdebatan mengenai kedudukan 

penjelasan yang d.ipandang lebih rendah dibandingkan batang tubuh 

peraturan perundangan-undangan. Selain itu jika dipandang dari sisi 

praktis penempatan suatu Penjelasan peraturan perundang-undangan 

dalam satu Lembaran Negara merupakan langkah yang tepat, selain 

mudah untuk dipahami apa makna suatu ketentuan dalam suatu 

peraturan perundang-undangan karena batang tubuh dan penjelasan ada 

dalam satu naskah yang .sama juga per.alihan pengalokasian anggaran yang 

akan digunakan untuk d.ialihkan guna kepentingan rakyat lainnya. 

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Keberadaa11 Peraturan Pemerintab Pengganb undang-Undang atau 

Perpu dalarn hierarkhi peraturan peru11dang-undangan dalam UU No.lO 

~~;~Soehino:~spelc Pengundanga1i dalam Sistem Legis1asi di Indonesia; Pidato Pe;;g~kuhan 
Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hulmm Tata Negara pada ·fakultas Hulmm UniveJ's1tas Gadjah 
mada; Diucapkan di depan Rapat Senat terbuka Universitas Gadjah Mada; pada tanggal 10 Agustus 
1990; Yogyakarta. 

96 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, blm. 175-176. 
6o 
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Tahun 2004 menimbulkan berbagai persoalan, dimulai dari 

kedudukannya yang disetarakan dengan undang-undang, l~ausu] ha] ihwal 

kegentingan yang memaksa, hingga mekanismt persetujuan dan -prosedur 

pencabllta-nnya. 

Ketentuan mengenai Perpu rnerupakan amanah dari ketentuan 

Pasal 22 UUD NRJ TahuiJ J945 yang rnenyatakan babwa: 

(J) Dalam hal ibwal kegentingan -ry>ang rnemaksa, Presiden berhal< 

menetapkarJ peraturan pernerintah sebagai pengganti undang-undang. 

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berilcut. 

(3) Jika tidal\ mendapat persetujuan, mak.a peraturan pemerintah itu 

harus dicabut. 

Ketentuan Perpu dalam UU Nomor 10 tahun 2004 diatur dalam 

ketentuan Pasal25 yang berbuny:i sebagai berilcut: 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke 

Dewan Perwakilan ralcyat dalarn persidangan yang berikut. 

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintrah Pengganti Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn bentuk 

pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. 

(3) Dalarn hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terse but 

tidak berlaku. 

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak 

Dewan Perwakilan Rakyat, rnaka Presiden mengajukan rancangan 

undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala alcibat dari 

penolakan tersebut. 

Serta dalarn lcetentuan Pasal 36 UU Nornor 10 Tahun 2004 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan 

P<=!l1erinta.~- pengganti undang-undang menjadi undang-undang:·::~-- ·­

dilaksanalcan melalui mekanisme yang lama dengan .pembahasan: · 

rancangan undang-undang. 

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM 



73

; : ... ~ 

( 2) Dewan Perwalcilan RalC)-'at hanya menenma atau menolal\ PeraturaD 

PemerintalJ Pengganti Undang-Undang. 

(3J Dalam haJ rancangan li.ndang-undang mengenai penetapan peraturan 

pemerintab -pengganti Undang-undang -ditola:k -G)e-b newan-=Perwalci.1an -.:- -

Rakyat rnaka Peraturan Pemerintab Pe11gganti U11dang-Undang 

tersebut dinyatakan tidalc berlalcu. 

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintab Penggapp Undang:-,Undal').g c:litolak· 

Dewan Perwakilan Ral::yat maka Presiden mengajukan rancangan 

undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintaJ:J pengganti 

undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari 

penolakan tersebut. 

Pengatura11 tersebut di atas kemudian menimbulkan polemik bailc 

dikalangan praktisi maupun akademisi karena tidak djelas diatur 

mengenai batasan-batasan kegentingan yang memalcsa yang dicantumkan 

secara normatif dan pada akhirnya diserahkan kern bali pada subj el'tifitas 

Presiden dan menimbulkan dugaan atau kekhawatiran akan terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleb Presiden. Prof. Philippus M. Hadjon97 

juga menyatakan babwa suatu keadaan yang memaksa tidak bisa 

didefinisikan karena Perpu merupakan diskresi yang diberikan kepada 

Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi, ha1 ini berbeda dengan 

Prof. Effendi Lotulung9B yang memberikan defi.nisi terhadap apa yang 

dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, yakni: suatu kegentingan 

yang memaksa dalam ketatanegaraan yang mengakibatkan kondisi kacau. 

Selain itu, muncul berbagai pemikiran mengenai keberadaan Perpu 

ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan untul\ 

menghapus saja bentul< Perpu dari sistem peraturan perm1dang­

undangan, yang didasarlmn pada pertimbangan: 

a. Perpu, dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kelmasan ·walaupun 

hanya untul< sementara. Melalui Perpu dirnungkinl<an pelaksanaan 

pemerintahan secara kedilctatoran . 

. !17 Philipp\!-s J~.HadjoiJ, disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum Ke Ill BALEG 
DPRRJ untu1< Perubahai:i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200L! tentang Pembentukan ·peraturan 
Perundang-undangan, Jakarta, 22 Februari 2010. 

Y8 Effendi Lotulung, ibid. 
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I ~ 

b. Dapa1 timbul berbagai implikasi hulcum apabila kemudian DPR 

menolal: untul: menyetujui Perpu menjad.i undang-undang. Harus jelas 

apal~ah penolakan Perp-u oJeh DPR bersifat "van rechtswege nietig", 

atau "vernietigbaar".YY:::-: 

Narnun .iika mernang Perpu harus tetap ada dalam sistern 

perundang-undangan Indonesia maka dalam ranc.:angan perubahan 

Undang-Undang Nomor 10 ta.hun 200-4 harus diperjelas batasaJ:J~batasari: 

dari suatu keadaan yang memaksa untul dikeluarkannya Perpu sehingga 

tidal< me1~jadi bentul< penyalahgunaan wewenang yang dibenarkan oleb 

undang-undang. Beberapa ha] yang harus kembali diperinci dalam 

ketentuan mengenai Perpu sebagaimana dikemul<.ankan oleh Bagir 

Manan 100 adalah sebagai berilcut: 

a) Pengertian haJ ihwal kegentingan yang memaksa; ini merupalc.an syarat 

konstitutif yang menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan perpu 

dan menjadi .kewajiban bagi Presiden untuk menunjukkan secara nyata 

keadaan haJ ihwaJ .kegentingan yang memaksa, karena Presiden tidak 

berwenang untuk menetapkan Perpu tanpa hal ihwal kegentingan yang 

memaksa tersebut dan mengakibatkan Perpu yang dikeluarkan tanpa 

terpenuhinya syarat tersebut menajdi batal demi hukum. "\Newenang 

Presiden dalam menetapkan Perpu adalah wewenang bersyarat bukan 

wewenang yang secara hU:kum umurn rnelekat pada Presiden, 

melainkan suatu wewenang hulcum yang khusus. Inilah semestinya 

yang pertama kali harus diperiksa DPR pada saat akan menyetujui 

Perpu bukan materi muatannya. 

b) Hal ihwa] kegentingan yang memaksa harus menunjukkan ada krisis 

yang menimbulkan bahaya atau hambatan secara nyata terhadap 

kelancaran menjalankan fungsi pemerintahan. Hambatan itu 

bersumber pada peraturan perundang-undangiJ yang ada atau karena 

suatu kekosongan bukum yang bersifat sangat mendesal<: dan harus 

dipecahlzan dengan sangat segera dan krisis itu memerJukan 

pengaturaD sege:r:.a~p.ada tingkatan undang-undang . 
. ···.:". 

9~ Bagir Manan, Teori dan Politik konstitusi, FH Ull Press, Yogyakarta, Cet. Kedua, 2004, 

hlm. 216. 

' 0 " Bagir Manan, Teori ... op.,cit.., hlm 216-217. 
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c) Materi muatan Perpu hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi 

pemerintahan (administrasi negara). Perpu tidalz dapat rnenc:alcu:p 

bidang ketatanegaraan (stc.wtsrechtl~jk).. hal ini berkaitan dengan 

kelembagaan negara §eperti soaJ-soal peradilan tida1z boleb diatur 

dengan Perpu. Perpu juga tidalz boleh memuat ketentuan yang 

berkaitan dengan bukum pidana dan hal< asasj manusia. Perpu semata­

mata ·berkaitan dengan usaha memecahkan dan melancarkan fungsi' 

a dministrasi n egara. 

d) Perpu hanya dapat ditetapkan pada saat DPR sedang tidal< bersidang 

(reses). Apabila DPR dalarn masa bersidang, Presiden dilarang 

menetapkan Perpu. Tata cara yang berlalm di DPR tidal< boJeb 

dijadikan alasan menetapkan Perpu yang membutuhkan waktu cepat. 

DPR dapat membuat tata cara ldmsus pada saat harus membentul< 

undang-undang untuk menghadapi atau mencegah lcrisis. 

9· Kebijakan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan 
Perund.ang-undangan 

Pembentukan peraturan perund.ang-undangan merupakan suatu 

proses pembentukan norma hukum yang keberlalmannya akan mengikat 

seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat merupakan objek dari 

keberlakuan suatu norma yang ada dalam undang-undang sehingga sud.ah 

seharusnya masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan suatu und.ang­

undang. Sehingga aspirasi masyarakat terakomodir dalarn undang-undang 

dan dengan dimasuldcannya aspirasi masyarakat mala aplikasi norma 

yang ada dalam undang-undang akan mendapatkan respon yang lebih 

posi:tif dari masyarakat. Indonesia sebagai salab satu negara berpendudu1< 

terbesar tentu saja menjadi suatu keharusan mempunyai peraturan 

perundang-undangan yang pro ralcyat dan sekaligus melindungi 

kepentingan ralcyat serta bertujuan untulc mensejahterakan ralcyat sebagai 

bentulc pertanggungjawaban penyelenggara negara. Partisipasi masyarakat 

juga dapat diartilcan sebagg.i suatu .. bentulc pengawasan langsung dari 

masyarakat terhadap kineija wakil-"\·Vakilnya yang dudul\ di parlemen 

sekaligus sebagai bentulc tanggung jawab para '"'akil ralcyat untul\ 
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menyediakan ruang bagi usulan-usulan rakyat agar setiap produ:k 

perundang-undangar1 dapat dikatakan baik (good legislation) dan dapat 

berlaku scara efektii karena nantinya dapat d.iterim& masyarakat secara 

wajar dan berlaku untuk wffiktu yang·panjangun. ·-

Peran serta masyani:kat (public participation) mrupalcan e1emen 

penting dalam proses pelaksanaan demokrasi. Maknanya memberikan 

,peluang adanya peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

lceputusan, khususnya kelompol< yang 'Lerkena dampal< langsung suatu 

kegiatan pembangunan sebagai akibat dari kebijaksanaan publil< (public 

policy). Pada dasarnya pelaksanaan suatu peran serta masyarakat 

bertujuan untuk: w:< 

a. Melahirkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dari pejabat publik 

dalam membuat kebijalcsanaan publik; 

b. Membawa konsekuensi munculnya suatu kontrol sosial yang 

konstruktif dan kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk 

dampak akibat kegiatan pembangunan. 

•... •(.:. 

·•·0 ' ~ Gde-·Pant:ja Astawa & Suprin Na'a, Dinamilw 1-Jukum dan Ilmu Perundang-Undangan, ;·,··~, .,, .·:· 
Alumni, Bandung, 2oo8,.hlm. 77. 

10" Bambang Sugiono & Ahmad husni, Jurnal Hukum Jus Quia Justum, Dinamika 
Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999, FH Uil, Yogyalarta, 1999, him. 79· 
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B_till IV 
_;\ILili PEN GATURAN 

DAN RU.ANG .LIN.Gk'DP MATERlMUATAN 

A. Arab Pengaturan 

Arab pengaturan pembentukan p~raturan perundang-undangan adalah 
·~- ~-··· 1: d. ~:-, 

terbentulmya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensii, terpadu, 

dan jelas dan mudab dipahami mengenai kedudukan Pancasila dan UUD NRJ 

Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, asas-asas pembentukan dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarlchie peraturan 

perundang-undangan, kewenangan lembaga-lembaga negara dan pemerintab 

pusat dan daerah dalam bentukan peraturan perundang-undangan, kegiatan 

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai 

dengan pengesahan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, serta 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

B. Ruang Ling1..Llp Materi Muatan 

Sejalan dengan arab pengaturannya, rancangan undang-undang tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan memuat materi dengan 

sistematika berdasarlan hal-hal yang bersifat umurn dalama pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan tahap-tahap dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Pengertian-pengertian dari beberapa konsep yang digunakan dalam RUU. 

b. Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

c. Asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan. 

d. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. 

e. Penyusunan peraturan perundang-undangan. 

f. Teknil< penyusunaD peraturan perundang-u11dangan. 

g. Pembahasan dan pengesaha11 ra11cangan undang-undang. 

h. Pembahasan dan penetapan rancanga11 peraturan daerah. 
: : •' \ , . - •' ~ • ~ ~' I; •' 

1. Pengundangan. 

j. Penyebarluasan. 
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k. Partisipasi masyarakat 

L Penge:rtian-pengertian 

Terd~pai l~urang iebih:=tl5 (lima ·bela5) 1wnsep ata~ -istilah ~;ang 
didefi.nisikan dalarn rancangaD undang-undang ini. BeberapCi konsep tersebut 

ada yang merupakan konsep baru yang hanya terdapat dalam rancangan 

undang-undang ·Lentang perribentul(.aD peraturan perundang-undangan, 

tetapi adCI konsep lain yang diambil dari undang-undang lain. Pengertian dari 

konsep yang diambil dari undang-undang yang lain, rurnusannya tetap sama 

untul< menjaga lwnsistensi dan sinkronisasi konsep. Konsep-lwnsep yang 

pengertiannya terdapat dalam RUD ini adalah: Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Program 

Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah Pengundangan, Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan, Dewan Perwakilan Ral'Yat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Kedudukan Pancasila dan UUD 1'-HU Tahun 1945 

Sistem norma yang diterapkan dalam praktek ketatanegaraan 

Republik Indonesia dipengaruhi oleh ajaran Hans Kelsen tentang 

hierararkhie norma. Hans Kelsen melalui teorinya (Stufentheorie) 

berpendapat bahl'l'a norma dalam suatu negara berjenjang, dan norma yang 

lebih rendah bersumber }(epada norma yang lebih tinggi, lalu norma yang 

lebih tinggj bersumber kepada norma yang lebih tinggj lagi, sampa:i pada 

suatu norma yang bersifat abstra};;: tidal\ memiliki sumber lagi. 

Dalam lwnteks seperti itu, maka lima sila atau asas/prinsip yang 

dikenal dengan Pancasila merupakan prinsip-prinsip yang paling tinggi 

yang tidal< ada lagi yang lebih tinggi di atasnya. Oleh karena itu, dalam RUU 

ini Pancasila ditempatkan seb1;1.gai sumber dari segala sumber hulmm 

negara. 

Selanjutnya, UUD NRI Tabun 1945 ditempatkan sebagai norma dasar 

(staatsfundamental norm) atau hulcurn dasar dalam peraturan perundang-
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undangan. Ciri dari hukurn dasar ini adalab norma bersifat tunggal (dalam 

arti t1dal: d.iatur mengenai sanksi), memuat pernyataan-pernyataan yang 

bersifat umum. Misalnya, negaF? Indonesia adalab negara yang berdasarkan 

hukurn (Pasa] J ayat--(3) UUD-N~ Tahun J94s). . - -

3· Asas Pembentul'-an dan Materi Muatan Peraturan perundang­
undan.gan 

Terdapat dua aspel< penting dalarn pembentukan peraturan 

perundang-undangan, yaitu pertama, aspel< telmis formal (formai1) dan 

kedua adalab aspel< substantif (materiiJ). Aspel< telcnis formal menyang1cut 

bagaimana cara pembentukannya. Sedangkan aspek substansi berkaitan 

dengan isi dari norma tersebut. Terdapat prinsip-prinsip dasar dan umurn 

bagj pembentukan dan materi muatan setiap peraturan perundang­

undangan.Beberapa aspek telmis formal yang berkaitan dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan adalab kejelasan tujuan; kelembagaan atau 

peiabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan;dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan 

rumusan; dan/ atauketerbukaan. 

Sedangkan berkenaan dengan materi muatannya, terdapat beberapa 

asas yang rnenjiwai isi atau substansi dari norma-norma yang dituangkan 

dalam setiap pasal dalam. peraturan perundang-undangan, yaitu: 

pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; 

kenusantaraan;bhinneka tunggal il{a; keadilan;kesamaan kedudukan dalam. 

hukurn dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Di samping asas-asas 

sebagaimana disebutkan ru atas, maka terdapat asas-asas lain yang terkait 

dengan bidang-bidang hukurn tertentu ( asas dalam bukum pidana, asas 

dalam hukuk perdata, dan asas dalam hulmm internasiona1) 

4· Jenis, Hierarld dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan 

Denga11 mendasarkan pada prinsip hierald1ie peraturan perundang­

undangan, maka RUU inj menetapkan ·beberapa jenis peraturan perundang­

undangan yang berbasiskan "hierarkhie struktura1" yang menjadj prinsip 
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utama dalam sistem norma Negara Kesatuan Republilz Indonesia. 

Hierarkhie struktural menggambarkan hierarld1ie susunan lembaga­

lembaga negarajpemerintab'· yang ben~'enang dalam penyelenggaraan 
=-- ~-~~:_~~-=~ci~f~i~ii~~~-Niin~ri -~.~~d~~~isi-1a~, Ruu-i~i ]u_g-a rr;irig~alcui:·bi;:iiiliir .--

.. 

fungsional" artinya berdasarkan l<.ewenangan delegasi, suatu undang­

undang dapa1 menentukan pengaturan lebib lanjut materj tertentu dengan 

peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalarn hirarkhie 

strulctural. Misalnya, delegasi langsung dari undang-undang untul' 

mengatur lebih lanjut dengan peraturan DPR atau peraturan Banl\ 

Indonesia. 

Dalarn kaitannya dengan jenis dan hieralillie peraturan perundang­

undangan tersebut, maka dalam RUU ditetaplcan sebagai berik'llt: 

(1) Jenis dan hierarlci Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republil:: Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Di samping pengalcuan berdasarkan hiearki struktural tersebut di 

atas, RUU ini mengakui keberadaan hieraki fungsional. RUU ini juga 

rnengatur kekuatan hulcurn masing-masing peraturan perundang-undangan, 

serta kewenangan menguji:annya , baik untulz undang-undang maupun 

peraturan perundang-undangan lain di ba·wah undang-undang. Selanjutnya, 

dalam kaitannya dengan materi muatan masing-rnasing peraturan 

perundang-undangan, RUU ini mengaturnya sebagaib berilmt: untuk 

undang-undang materi muatannya berisi: 

a. Pengaturan lebib lanjut ketentuan UUD NRJ Tahun 1945; 

b. Perintah suatu Undang-Undang untu1< diatur dengan Undang-Undang; 

c. Pengesahan perjanjian internasiona1; 

d. Pelaksanaan putusan Mahkarnah Konstitusi; dan/ a tau 

e. Pemenuhan kebutuhan hulmrn dalarn masyarakat. • -• '-~ l•"t I • •-

Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah Pengga11ti Undang-Undang, 

materi muatannya adalab sama dengan materi muatan undang-undang yang 
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dikeluarkan dalam hal terjadi kegentingan yang memalcsa. Selanjutnya, 

materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untul< menjalankan 

Undang-Undang sebagaimana~mestinya. Materi muatan Peraturan Daerab 
-- - -~ - -- ·:. ---- :-··::~::·=-~ -~:._:-...:...:.. -...:..._ .. -=:...:.~- ·::·_. 

"Provinsi daD PeraturarJ Daerah:K.abupaten/Kotl:l berisi materi muatan dalarn 

rangka penyelenggaraan otommri daerah, tugas pembantuan, rnenampung 

kondisi khusus daerab danjatau penjabaran lebib lanjut peraturan 

perundang-ur1dangan yang lebib tinggi. 

RUU ini juga rnengatur mengenai pengaturan mengenai Jcetentuan 

pidana, yaitu ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalarn Undang-Undang; 

Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

5· Perencanaan Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bagian 

dari kegiatan pembangunan, khusunya pembangunan hukum. Pelaksanaan 

pembangunan yang baik, termasuk pembangunan bidang hukum, akan 

terjadi apabila dimulru dengan perencanaan yang baik. MelaJui mekanisme 

perencanaan hukum inilah, dapat ditemukan hubungan antara 

pembangunan hukurn dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. 

Melalui perencanaan ini pula pembentukan hukum dapat dilakukan secara 

terintegrasi dan terpadu, serta merumuskan politik hukum yang ingin 

dicapai dalam berbagai bidang hukum yang ada. 

Oleh karena itu, RUU ini sangat menekankan pentingnya 

perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui 

mekanisme penyu.sunan program legislasi nasional untul< peraturan pada 

tingkat pusat, dan program legislasi daerah untulc peratu.ran pada tingkat 

daerah. 

6. Penyusunan Peraturan Pe:ru.ndang-Undangan 

Tahap kedua dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

adalab tahap penyusunan. Dalam tahap peD)TUSunan ini terdapat beberapa 

kegiatan penting yang diatur dala:o::i · RUU ini, yaitu penyusunan Naskah · · .-. 

Abdemik. Naskah Akademik memuat pemildran-pemi1dran akademtl< 

mengenai substansi dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan. 
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Naskab Ju\.ademil sangat membantu iillggota Dewan atau siapa pun yang 

terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, 

--~(~!.~:0..~ _ ~ei~-~a d~t~ in!9~I?~si d~r~ p~rnilc?'§l:.~~E~demi~~)_:§!:_~g ~~r~\.~~t _9-e~g~n __ _ 
s~bsttillsi terk~mpuian dal~~ "'a~1:~;~~ i~-;_~l(ab Ak~de-milz i~i. -------- .. _ 

Tahap beriku1 dalam pen:yusunan peraturan perundang-undangan 

adalab peranc:angan. RUU ini menekankan pentingnya prolegnas sebagai 

acuan bagi peranc:angan suatu RUU. Selanjutn}·a, kegiatan penting dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan adalab pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pernantapan lwnsepsi rancangan undang-undang 

7· Telmik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan 

sesuai dengan telmik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai telcnilc penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

menjacli lampiran dari RUU tentang Pernbentukan Peraturan Perundang­

Undangan ini. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut 

berlaku untulc semua jenis peraturan perundang-undangan, baik yang 

tercanturn sebagai bagian dari hioearkb.ie struktural, maupun hierarkhie 

fungsional, yaitu undang-undang, peraturan pemerintab pengganti undang­

undang, peraturan pemerintab., peraturan daerab provinsi, kabupaten/kota, 

Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ral<yat 

dan Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkarnab Konstitusi, Keputusan 

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, 

Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, 1embaga, atau komisi yang 

setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, 

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/'VValikota, 

Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedornan pada telmil< 

penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Hal-hal penting yang berkaitan dengaD telmil< penyusunan peraturan 

perunclang-undangan adalaha menyangkut lzeranglta peraturan perundang-
• ;, ~ . • .,:. : '"': ' { •I • ' 

undangAn, ;ba1-ha1 khusus seperti pendelegasian kewenangan, penyidikan, 

pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan 
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peratu:-an pemerintab pengganti undang-undang menjadi undang-undangn, 

pengesahan peJjanjiaTJ internasjonal, ragam bahasa peraturan perundang­

un~angna, serta bentul:~bentu¥~ancangan peraturan p~run~ang-u~dangan. 

8. Pembahasan dan Pengesahan RUU 

Pengaturan mengenai pembahasasn RUU sangatlab penting, karena 

· 'inenyanglcut pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRJ Tahun · · 

19-45 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untul.: mendapatkan persetujuan 

bersama. RUU mengatur mengenai dua tingkat pembahasan RUU dan juga 

mengatur mengenru keikutsertaan Dewan Penvalcilan Daerah dalam 

pembahasan RUU. 

Selanjutnya, mengenru pengesahan RUU diatur mengenai mekanisme 

penyampaian RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama kepada 

Presiden untuk meminta pengesahan, janglca waktu pengesahan oleh 

Presiden dan konsekuensi tindakan Presiden tid.ak mengesahkan RUU yang 

telah disetujui bersama dalarn jangka waktu 30 hari. sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Pasal2o ayat (5) UUD 1945 

menyatakan bahwa: Dalam hal Rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalarn waktu tiga 

puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut clisetujui, rancangan 

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan. 

9~ Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

Pengaturan mengenai pembahasan RUU dan Peraturan Daerah 

dipisahkan , karena ada beberapa substansi mengenai pernbahasan RUU yang 

sudab diatur dalam konstitusi (UUD 1945), sedangkan pembahasan terhadap 

Perda tidal< diatur dalam Konstitusi. Di samping itu, perbedaan penting 

lainnya adala:h, untul< peraturan daerah menggunakan l<.ata penetapan, 

bukan pengesal1an. Dalam bagiaifini diatrir pula mengenaJ konsekuensi dari ·: 

suatu Rartperda yang tidalz disetujui oleb DPRD. 
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Penetapan R.anperda menjadi undang-undang dilakukan dengan 

membubuhlc.an tanda tangan oleb Gubernur/Bupati/l"'ali Kota. Penetapan 

.....:.-.__:: _ _Y ... ~p-~da dibata~i w~]~_l_my~ s~la:ma}O_?~i_l~e!.)_~~ _ 

1o.Pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan, 

penjelasan dan/atau lampirannya harus diundangkan dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Negara atau Lembaran Daerah .. -· 

Peraturan Perundang-undangan danjatau penjelasannya yang diundangkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: Undang­

Undang/Peraturan Pernerintab Pengganti Undang-Undang; Peraturan 

Pernerintah; dan Peraturan Perundang-undangan lain yang termasu} dalam 

hieralchie fungsioal, selain peraturan yang dikeluarkan oleb pemerintahan 

daerah-'-Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lernbaran 

Negara Republilc Indonesia dila1rukan oleh rnenteri yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan. Sedanghkan Peraturan 

Perundang-undangan yang diundangkan d.alam Lembaran Daerah adalah 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya dan dilaksanakan oleh 

sekretaris daerah. Pengundangan memililci malm.a yang penting karena pada 

prms1pnya, setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan 

rnempunyai kekuatan rnengikat pada tanggal diundangkan, kecuali 

ditentukan lain di dalam peraturan perundarig-undangan yang bersangkutan. 

u. Penyebarluasan 

Penyebarluasan merniliki makna rnembuka akses masyarakat terhadap 

proses dan perbaikan substansi su.a:tD rancangan peraturan perundang­

undangan. Hal-hal yang diatur mengenai penyebarluasan ini adalab siapa dan 

apa yang disebarluaskan. Untuk itu, penyebarluasan dilalcukan oleh DPR dan 

Pernerintab sejalc penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang­

undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan 

undang-undang. Penyebarluasan tersebut dilakukan untul< dapat 

.memberikan irrformasi sekaligus· merillrita .masukan masy.arakat dan par.a. 

pemangku kepentingan. 
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Sesuru dengan kevvenangan masing-masing lembaga yang terlcait 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka penyebarluasan 

Prolegnas dilalmkan ~er:S~1a oleb DJ?:R dan.. Pernerintab yang 

dilwordinasikan oleb ala1 kelengkapan DPR yang khusus menangani bid.ang 

legislasi. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal darj DPR 

dilaksanakan oleb komisi/panitia/badanjala1 kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legis1asi.Penyebarluasan rancangan undang-undang yang 

berasal darj Presiden dilaksanakan oleb instansi pemrakarsa. 

Sed.angkan untul< penyebarluasan undang-undang yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republil< Indonesia dilakukan 

bersama oleb DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat 

kelengkapan DPR yang ldmsus menangani bidang legislasi. Selanjutnya, 

mengenai penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang­

undang yangtelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

d.ilah.-ul.<.an oleh kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

bidang Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke 

dalam bahasa asing, kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang Peraturan :Perundang-undangan melaksanak.an penerjemahan 

dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan substansi atau 

materi muatan undang-undang. 

Untuk pembentuk.an Peraturan Daerah, penyebarluasan Peraturan 

daerah, dilalcukan oleh DPRD dan pernerintah daera.h sejak penyusunan 

Prolegda, penyu.sunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan 

peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. Penyebarluasan 

dalam proses pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk dapat 

memberikan informasi sekaligus meminta masukan masyarakat dan para 

pemanglm lcepentingan. 

12.Partisipasi Masyarat 

,HukBm terutama undang-m.~daBg"'d:aJ~ peraturan daerab memuat hak •:. .. 

dan kev,•ajiban yang akan dipikul oleb masyarakat. Bahkan dalarn kedua 

peraturan perundang-undangan tersebut dapa1 dicantumkan rumusan tindalc 
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pidana yang dapat diancam dan dijatuhkan kepada setiap orang yang 

melanggarnya. Oleb karena itu, peraturan perundang-undangan sangai erat 

kaitanny~ d_engaD kepentiDgan~masyarakat. Dengan kerangka pemikiran YCJ.?g 

demikian, maka partisipasi n:Tasyaraka1 dala~ merumuslc~n nOTma-norma 

yang membebani hale dan kewajiban pada dirinya sangatlab penting. Oleb 

karena itu, RUU tentang Pembentuka11 Peraturan Perundang-Undangan ini 

mengaturnya secara kbusus daD perlu diatur dalam bab tersendiri. 

Sebubungan dengan itu, RUU 1m rnenel(ankan pentingnya 

pengaturan bahwa masyarakat berhalc memberilwn masukan secara lisan 

atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. D) 

samping itu perlu diatur mengenai mekanisme dalam memberikan 

masul~an. Beberapa metode yang patut dipertimbangl(an dan dituangkan 

dalam RUU adalah rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; 

dan/atau seminar/loka ka:ryajdiskusi. Sedangkan masyarakat yang 

dimaksud adalah dalarn arti perseorangan; kelornpokjorganisasi 

masyaralcat; kelompok profesi; perguruan tinggi; lembaga swadaya 

rnasyarakat; masyarakat adat; danjatau pemangku kepentingan lain. Untuk 

mernudabkan masyarakat mernberikan rnasukan secara lisan atau tertulis, 

undang-undang ini menetapkan babwa setiap rancangan Peraturan 

Perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleb masyarakat. 
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BABV 
PENUTtJP 

Negara Indonesia adalab n~gara hukum. Sebagai negara bulmm, segala 

aspelc 1zehidupan dalam bidang b~·mas:varakatan, kebangsaan dan l\enegaraan 

termasul: pernerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hulmm yang 

bersumber pada Pancasila dan UUD NRJ Tahun J 9LJ 5. 

Untul( mev,rujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, 

antara lain eli bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejalz saat 

perencanaan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasannya. 

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang tertib, diperlukan 

berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan 

pembahasan, teknilz penyusunan maupun pemberlakuannya. Selain itu, 

pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat terwujud apabila 

didul.'Uilg oleh cara dan meto9-e yang pasti, baku dan standar yang sesuai dengan 

perkembangan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah berubah 

berdasarkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republilc 

Indonesia Tahun 1945 serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses 

pembentul\.an peraturan perundang-undangan. 

Untulz mevvujudkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalarn 

pembentukan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi perintab 

Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengenai tata cara pembentukan peraturan perw1dang-undangan diatur dengan 

undang-undang. 

\Valaupun Undang-Undang Nom or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoma11 dalarn 

pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai: asas 

pembentukan peraturaD perundang-undangan, rnateri muatan, jenis dan h1erarki 

peratunin perundang-undangan, perencanaan hingga pei1gundangan peraturaii 

perundang-undangan, tetapj seiring dengan per1zembangan pobtilz hulmm dj 
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;:.·., 

Indonesia, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

sering menemu:i benturan dengal"! undang-undang lain dan tidalz sesuaj lagi 

dengan perkembangan paradigrna ~·hukum pernbentukan peraturan perundang-

Berdasarkan 1atar belakang pemikiran di atas, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan P~raturan Perundang-undangan (Lembaran 
. . 

Negara Republil\ Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republil\ Indonesia Nomor 4389) perlu dilakukan penggantian. 

RUU im mengatur mengenru Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan, sebagru landasan yuridis dalarn membentul< peraturan perundang­

undangan baik di tingkat pusat maupun d.aerah, sekaligus rnengatUI secara 

lengkap dan terpadu baik mengenru sistem, asas, jenis dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan, proses pembuatan peraturan perundang­

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, serta partisipasi masyarakat 

d.alarn pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Adapun mengena1 batasannya, RUU ini hanya mengatur tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang­

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenru pembentukan Undang­

Undang Dasar tidal< diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini karena tidak 

termasuk kompetensi pembentulcan Undang-Undang dan peraturan perundang­

undangan di bawah undang-undang. 

:-·: 
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